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Duties and Functions of the District Electoral Committee Organization Binjai Hulu 
In Legislative Elections In Sintang 

Abstract 

In elections in 2014 Binjai Hulu District Government in this case the District Election 

Committee (PPK) faced several problems. The problems include: The number of 

personnel is not adequate, the lack of understanding of the board of the District 

Pemeilihan Committee (PPK), the Voting Committee (PPS), Group Voting Committee 

(KPPS) as well as the board of polling stations (TPS) of the rules- Election rules itself. 

Network technology is inadequate, with the particular villages can not serve the 

communication system with a mobile phone. Means Frequent power outages, as well as 

office buildings were still riding at the Head Office. Geographical conditions of the region 

between the central districts and villages are far apart and have not supported the road 

conditions are adequate. This study shows Task (task) the District Election Committee 

(PPK) Hulu subdistrict Binjai In Legislative Elections of 2014 in stages to facilitate the 

delivery of election can be part of the activities of the election stages can be implemented, 

but some can not be implemented. The organizational structure PPK Binjai Hulu 

hierarchically responsible to the Commission Sintang. However, in the execution of tasks, 

elements KDP Secretariat are civil servants appointed by the Government of Sintang. 

Formation PPK organizations still face obstacles because of the lack of people applying to 

be a member of the KDP. People (People) located at Binjai Hulu KDP organization as 

general elections in the District Legislative Binjai Hulu as the general elections in the 

District Legislative Binjai Hulu 2014 is sufficient. KDP members of five (5) members and 

members of the Secretariat of the CO 3 (three) people. Technology I Technical Equipment 

used to support the implementation of tasks District PPK Binjai Hulu In Legislative 

Elections of 2014 are still experiencing shortages. This condition will certainly disrupt the 

smooth implementation of the basic tasks and functions of District PPK Binjai Hulu. 

Keywords: Organization, KDP, Elections 
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ABSTRAK 

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan 
Binjai Hutu Dalam Pemilihan Limum Legislatif 

Di Kabupaten Sintang 

MUH. YASIR, S.SOS. 

Universitas Terbuka 

Pada pdaksanaan pemilu tahun 2014 Pemerintah Kecarnatan Binjai Huiu dalam 
hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menghadapi beberapa permasalahan. 
Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah: Jumlah aparatur yang 
belum memadai, kurangnya pemahaman para pengurus Panitia Pemilihan 
Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Panitia 
Pemungutan Suara (KPPS) serta pengurus Tempat Pemungutan Suara (TPS) 
mengenai aturan-aturan Pemilu itu sendiri. Jaringan teknologi yang kurang 
memadai, dimana pada desa-desa tertentu tidak dapat melayani sistem komunikasi 
dengan telpon seluler Sarana listrik yang sering padam, serta gedung kantor yang 
masih menumpang di Kantor Camat. Kondisi geografis wilayah antar pusat 
Kecamatan dan desa yang berjauhan serta belum didukung kondisi jalan yang 
mcmadai. Basil pcnclitian ini mcmpcrlihatkan Tugas (task) Panitia Pcmilihan 
Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif 
Tahun 2014 dalam memfasilitasi tahap-tahap penyelenggaraan pemilu dapat 
<lisimpulkan, bahwa untuk memfasilitasi tahap-tahap penydenggaraan pemilu 
sebagian dari kegiatan tahapan pemilu tersebut dapat dilaksanakan, namun 
sebagian lagi belum dapat dilaksanakan. Struktur organisasi PPK Binjai Hulu 
secara hirarki bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Sintang. Namun dalam 
pelaksanaan tugas, unsur Sekretariat PPK adalah PNS yang ditugaskan oleh 
Pemerintah Kabupaten Sintang. Pembentukan organisasi PPK masih menghadapi 
kendala karena minimnya orang yang melamar menjadi anggota PPK. Orang
orang (people) yang berada pada organisasi PPK Binjai Hulu sebagai 
penyelenggarnan Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 
214 cukup memadai. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang dan anggota 
Sekretariat PPK sebanyak 3 ( tiga) orang. T ekno logi/Peralatan T eknis Yang 
Digunakan sebagai ppenunjang pelaksanaan tugas PPK Kecamatan Binjai Hulu 
Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 masih mengalami kekurangan. 
Kondisi ini tentunya akan menganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi PPK Kecamatan Binjai Hulu. 
Kata Kunci: Organisasi, PPK, Pemilu 

.. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Kabupaten Sintang terletak di bagian Timur Provinsi Kalimantan Barat 

atau di antara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur 

'T'" '1'"'"-r" B . T" s ~ TT 
1 s· d" 1 

. i unur serta i .J ·.Lu UJm 1mur. ecara geograt1s 1'..aoupaten mtang 1 oag1an 

Utara berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur, dan Kabupaten Kapuas Hulu. 

Bagian Selatan berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi 

serta Kabupaten Ketapang. Untuk bagian Timur berbatasan dengan Kalimantan 

T engah dan Kabupaten Kapuas Hulu dan pada bagian Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Sekadau. Secara administrasi Kabupaten 

Sintang terbagi atas 14 Kecamatan, 391 Desa dan 16 Kelurahan. 

Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 KM2 dengan wilayah 

terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 Km2 atau sebesar 29,52 

persen. Sedangkan Kecamatan Sintang merupakan Kecamatan yang terkecil luas 

wilayahnya yaitu 277 ,05 KM2 atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas terse but, 

sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.574 KM2 

atau G2, 7 4 persen. 

51 
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Tabel -t.1 

Rincian Luas Wilayah Per Kecamatan 

No. Kecamatan 
Jumlah Desai Luas Area Persentase dari 

Kelurahan (Km2 Luas Kab (%) 

1. Serawai 38 2.127,50 9.84 
, Ambalau "'"' 1. ,...,Q/ ·tn 29_52 "-· _).) <) • .:JoU,--t\1 

1-------- --- -- ___ , - - -- --- --- - --·--- -- - -- ---------- ------ - ------

"' KaYan Hulu 31 937,50 4.34 -'· 

~-
.. ·n O""I.;; 7( 

Tcmpunak 26 
I ; I Sovauk 

26 526.50 ' , ·14 

277,051 ~~81 

-1 
I : : I Kclam Pcnnai 

Binjai Hulu 

K r'fnn nau Hi Iir -· ,.._._ ... , 
0 '" . 

13. Ketungau Tengah 

1 KP !109 1 H11! 1 4 _j _ ._)ll . l 

I TOTAL 
Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2015. 

13 + 16 

31 

43 

17 

11 

74 - -

29 

)C) 

407 

1-
··- ··- ·-

2.182.40 

I 18 /() - L -

21.635,oo I 

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Kapuas 

Jan Sungai Melawi, dimana Sungai Kapu© melewati daerah Sepauk, Tempunak, 

Sintang dan Ketungau. Sedangkan Sungai Melawi melewati kota Sintang, Dedai, 

sampai ke Ambalau dan menuju ke Propinsi Kalimantan Tengah. Dilihat dari 

tekstur tanahnya, maka sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah 

latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 dari luas daerah 

yaitu 2, 16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0, 93 juta hektar atau 42,89 

persen yang terhampar harnpir di seluruh Kecamatan. Sedangkan jenis tanah yang 

, -

10.09 

C) 8C) 

100 I 
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paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu Jellis tanah organosol. 

Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata. 

Diantaranya berupa 19 air terjun yang tersebar di beberapa Kecamatan yaitu 

Kecamatan Sepauk, Kayan Huiu, Ambalau, Ketungau Tengah, dan Ketungau 

Hulu. 

No. Kecamatan 

ll_l - -- -- El --- - --

I. Serawai 

') Ambalau 

' Kavan Hulu -'· 

4. Scpauk 
-

5. Ternpunak 

6. Sei Tebclian 

7. Sm tang 

8. Dedai 

n .__,-. 17,.,-~.- 11;1:_ 
l'-.U~ U1l l i.iii 

10. Kelarn Pennai 

11 Hini'li \!1_111_1 
-' 

12. Ketungau Hilir 

13. Kctungau Tengah 

14. Kctungau Hulu 

Tabel 4.2 
Luas Wilayah Kabupaten Sintang 

Menurut Jenis Tanah 

i 
Jenis Tanah 

Luas Area 
(Ha) I 

I 
Organosol Alluvial I Podsolit I 

- --- 21 - 1 
(:11 

--- ,- _1_5_1 
-- - (6J -· 

! 212.750 - - -

638.640 - - I 97.510 I 

I 93.750 - - I 22.500 

182.570 24 064 - ! 158.506 

102.700 2.304 -
\ 

100.396 

' 52.650 I - 12.748 37.552 
I 

' 
27 7u5 27.7u5 

694 ]() 69.410 

1 1, {'Ill 
i {_"l.\J1U 

I tnq 8""7" 
i\i\J.\._ 1\j 

I 52.380 - 37.780 
! 

12.925 

101r,5 - 20 071 I 10 -,_r,7 

154.450 17.920 67 072 
I 

69.458 I 
I 

218.::>.Jll 768 8.448 !25312 
l 

213.820 
I 

123.208 - -

Latasol 

- El -

212.750 

541.130 

71.250 

-

-

2.350 

1 '1 0/1/\ 
l_..uu·.; 

1.675 

-,,21 

-

83.712 

90.612 

-

- ---- - L -- - ~- --------- --- - - - - - -- -- -- - -

Kabupaten Sintang 2.163.500 .t5.056 173.82.t i 928.01.t 1.016.606 
i I 

Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2015. 

I 
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No. Kecamatan 

[ IJ [2 [ 

l. Sera\\ai 

2. Ambalau 

Kavan Hulu 

4. Scpauk 

5. Tempunak 

6. Sei Tebelian 

7. Sin tang 

8. Dedai 

9. Kayan Hilir 

10. Kclam Pcrmai 

i l. BinJai Huiu 

Tabel ..t.3 

Luas Wilayah Kabupaten Sintang 
Menurut Ketinggiannya 

; 

Luas Area 
(Ha) 

212.750 

638.640 

93.750 

182.570 

102.700 

52.650 

27.705 

69.410 

113.670 

52.380 

30.765 

Wilayah Datar 
(Region area) 

(Ha) 
f,fj 
i'j 

29.573 

71.936 

58.632 

49.850 

27.705 

57.792 

88.838 

49.780 
- -~ ~ - -
jU.lL:'.i 

-- ----- ---- - - --- --- -- --- --- .I.---

12. Ketungau Hilir 154.450 

13. 
1 

Kctungau Tcngah 218.240 

14. Kctungau Hulu 213.820 

Kabupaten Sintang 2.163.500 

Sumber: BPS Kabupaten Sintang. 2015. 

127.954 

1, 1 1 1 r: 
l.::... 1. 1 1 \._} 

92.928 

806.125 

Wilayah Buk.it 
(Mountain Area) 

(Ha) 

!~l 
L' l 

212.750 

638.640 

64.177 

110.634 
·------ ----------- ---- .--

44.068 

2.800 

11.618 

24.832 

2.600 

26.496 
()"'7 1 '1 ,1 
/i .L~-r 

120.892 

1.357.375 

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015, 

penduJuk Kabupaten Sintang berjumiah 399.431 jiwa atau rata-rata jumlah 

penduduk per desa sebanyak 1.390 jiwa. Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang 

Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

I 

I 

I 
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•No. 

Tabel 4..t 

Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kelompok 
Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2015 

Kelompok Laki-laki Peremouan Total 

I flI-
- Um~r -- - _Ju_f1.!la_!! -~ _% 

131 141 121 

_ _ J'!mlah _ 
15] 

_ 
0/o_ .... _ JmnJ~h__ _ .!'1> _ 
[61 [71 18] 

I I 0-4 15.497 7,25 14.709 7.48 29.337 7.36 
I 

I 2 5 - 9 21.064 HU8 19.764 10.31 40.828 10.24 

10 - 14 22.240 \0.75 21.155 l L03 43.395 10 89 

I 4 15 - 19 19.234 9,30 17.807 9.29 37.041 9.29 

I 5 20 - 24 18.912 9.14 18.279 9.53 37.191 9.33 

i 6 25 - 29 i9.742 9,54 i 8. 704 9,76 38.446 9.65 

I 1 30 - 34 19.065 9.22 18.062 9,42 37.127 9.32 

8 35 - 39 16.900 8J7 15.645 8.16 32.545 8.17 
I 9 40- 44 13.808 6,68 12.288 6.41 26.096 6.55 

I JO 45 - 49 11.23 7 5,43 10.235 5.34 21.4 72 5.39 

I 11 
,.., ........ 
':J. i 4/ ' ..... '+,'-+ .L 8.072 4~2 i 17.2 9 

12 55 - 59 7.075 3.42 6.321 3.30 13.396 3.36 
I 13 60 - 64 5.287 2,56 4.472 2.33 9.759 2.45 

I 14 65 - 69 3.710 1,79 3.068 1,60 6.778 1.70 

i 15 70 - 74 2.300 LI 1 1.760 0,92 4.060 l.02 

16 75 + 2.117 L02 1.755 0.92 3.872 0.97 

Jumlah 
207.335 100,00 192.096 100,00 399.431 100,00 

Sumber!Source: Dmas Aepentludukan dan Pencalatan Sipil K abupaten Sintang 

Dari Tabel di atas, Komposisi penduduk di Kabupaten Sintang 

berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 207.335 jiwa, dan perempuan 

192.096 jiwa. Sedangkan penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata 

antara Kecama1.an yang satu Jengan Kecamaian yang lainnya. Kecamatan Sintang 

memiliki jumlah dan kepadatan penduduk pada urutan pertama yaitu 74.420 jiwa 
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(269 jiwa per km2). Sedangkan Kecamatan Sungai Tebeiian kepadatan pen<luduk 

urutan kedua yaitu 58 jiwa per km2. lJrutan ketiga yaitu Kecamatan Dedai dengan 

kepadatan penduduk sebanyak 41 jiwa per km2. Untuk Jebih jelasnya, berikut 

jurnlah kepa<latan penduduk Kabupaten Sintang dapai Jilihat pada tabel Jibawah 

mi: 

Tabel -t.5 
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang 

Tahun 2015 

Kepadatan Penduduk 
No. Kecamatan 

Luas Area 
(Km2

) 

Des a/ 
Kl'lurahan 

Penduduk 

[l] [21 

2. IAmbalau 

4. Sepauk 

5. Tempunak 

[31 

"'\ 1 "'\""7 :1\ 
,.:,__ i,,;... I ,_1i i 

6386.40 

l 825,70 

l 027.00 

[4] 

38 

33 

31 

40 

26 

Per Km2 Per Desa 

[5] [61 f7] 
21.856 10 91 l 

14.262 2 1097 

23.477 810 

51.l38 28 1550 

28.94l 28 l206 

I 

--- ------ --- --- --- ------ --- - -- - ---- ------- ---1 

6. Sungai Tehelian 526.50 26 3032 l 58 1444 

7. Sintang 277.05 13 + 16 74420 269 496l 

8. 'Uedm o'/4.lU 31 28.799 41 1440 

9. KaYan I Iilir 1.136.70 43 26013 23 1001 

l 0. ~ehnn Pem1ni 17 17.254 1078 

11. IBinjai Hulu 307,65 11 12.123 39 1102 

12. IKenmgau Hilir 1.544.50 24 21.591 14 1270 

13. Ketungau Tengah 2.182.40 29 28.471 13 l424 

14. Ketungau Hulu 2.138.20 29 20 765 10 1154 

Jumlah 21.635,00 -l07 399.-l3 l 18 1.389 

Sumber!Source: Din as Kependudukan dan Penclfatan Sipil K 11bupaten Sintang 

42887.pdf



57 

Perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 

tahun terakhir cukup pesat hal ini terlihat dari peningkatan luas areal dan produksi 

hasil perkebunan. Dilihat dari pengelolaannya, sektor perkebunan di Kabupaten 

Sintang terdiri dari. perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan. Komo<litas utama 

sektor perkebunan adalah kelapa sawit dan karet. Selain itu, juga terdapat beberapa 

jenis tanaman perkebunan yang potensial dikembangkan seperti : lada, kopi dan 

kakao. Untuk pengembangan areal perkebunan, lahan yang <lapat <limanfaatkan 

adalah areal hutan produksi yang dapat dikonversi dan pertanian lahan kering. 

Tanaman karet diusahakan melalui pola tanaman pengembangan Perkebunan 

Inti Rakyat dan Swa<laya. Pa<la tahun 2013 produksi tanaman karet mengalami 

kenaikan sekitar 0,34 persen yaitu dari 35.974,30 ton menjadi 37 449,50ton dengan 

luas lahan sebesar 86.027 ha. Demikian juga dengan produksi tanaman kelapa sawit, 

saat ini mampu memproJuksi sebesar 739 i 19,92 ton yang sebelumnya 663.414,92 

ton dari luas lahan 118. 248 ha a tau produktivitasnya 6,25 ton/ha/tahun. 

Untuk perkebunan yang potensial untuk dikembangkan, lada dengan luas 

lahan 1.080 ha mampu memproduksi 505,70 ton dengan produktivitas sebesar 

468,24 kg/ha. Kopi dengan luas lahan 354 ha mampu memproduksi 97 ,00 ton 

dengan produktivitas sebesar 274,01 kg/ha. Sedangkan kakao dengan luas lahan 

145 ha marnpu mernproduksi 9,00 ton dengan produktivitas sebesar 145 kg,1ta. 

Untuk menuukur tinukat kemakmuran masyarakat salah satu indikator 
0 0 ' 

yang digunakan adalah PDRB per kapita, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku 
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dibagi penduduk pertengahan Tahun. Pada Tahun 2013 PDRB per kapita 

Kabupaten Sintang sebesar Rp 14 688 .046,00 yang berarti rata-rata pendapatan 

satu orang penduduk Kabupaten Sin tang selama l (satu) Tahun sebesar 

Rp 1.224.003,00 per bulan. Se<langkan Pen<lapatan Regional Per Kapita pa<la 

tahun 2013 sebesar Rpl .565.842,00 

Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan 

ekonomi harus ditingkatkan. Disisi lain, laju pertumbuhan penduduk perlu 

dikendalikan karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan 

berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama terhadap perkembangan 

pendapatan regional. 

B. Hasil 

Leavitt (dalam Zarkasi, 1978:318), memandang organisasi sebagai suatu 

sistem yang lengkap terdiri dari interaksi dari empat variabel utama, yaitu : (1) 

Tusk atau tugas yang meliputi unsur keluaran (out put) produksi atau tujuan dari 

organisasi., (2) Struktur, yaitu yang kaitannya dengan badan organisasi, 

kebijaksanaan ketentuan perundang-undangan dan lain-lain yang sejenis, (3) 

Pe op It:. atau orang-orang yang bern<la pa<la organisasi krsebut, serta ( 4) 

Teknologi/peralatan teknis yang digunakan oleh suatu organisasi untuk 

menghasilkan produknya baik berupa barang ataupun jasa. 

42887.pdf



50 

Sehubunuan denuan uraian di atas maka untuk melihat Pelaksanaan Tugas 
0 0 ' 

dan Fungsi Organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai 

Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, dianalisis berdasarkan 

pendapat tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Task A.tau Tugas 

Pelaksana pemilu di tingkat kecamatan adalah Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK) Ber<lasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tugas pokok dan 

fungsi PPK a<lalah melaksanakan sduruh tahapan pt:milu yang menjadi 

kewenangannya. Adapun tugas tersebut antara lain: 

a. Pendaftaran Pemilih 

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah 

menyangkut tentang hak memilih dari warga Negara. Seperti yang diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan 

Umurn Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal Pasal 19 bahwa) Warga Negara 

Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) 

l 1 b"1 d l' 1 k . . 1 1 ·1·1 d d"d" ' ta rnn atau 1e u1 atau su a 11perna11 ·awm mempunya1 naK memurn ·an 1· arrar 1 

(satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Kemudian pada Pasal 
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20 ditegaskan puia Untuk dapat menggunakan hak memiiih, Warga Negara 

Indonesia hams terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam 

Undang-Undang ini. 

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 bahwa 

batas waktu yang dimiliki oleh KPU untuk menyusun selumh peraturan yang akan 

dijadikan acuan untuk penyelenggaraan Pemilu adalah sampai bulan Juni 2013, 

salah satunya adalah peraturan tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih. Kasus-kasus 

yang sering muncul terkait dengan daftar pemilih adalah indikasi adanya 

kecurangan maupun kelalaian oleh penyelenggara pemilu apabila terdapat suara 

ganda, sebagai penyelenggara pemilu yang independen, kontribusi Jan dukungan 

masyarakat mempakan sesuatu yang luar biasa bermakna, termasuk dalam rangka 

penyusunan daftar pemilih. 

Hasil wawancara dengan Ketua PPS, bahwa Penyusunan Daftar Pemilih 

Sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah mkun tetangga atau 

nama lain. (2) Daftar pemilih sementara disusun paling lambat l (satu) bulan sejak 

berakhirnya pemutakhiran data Pemilih. Dafiar pemilih semeniara diumumkan 

selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan clan 

tanggapan masyarakat. Daftar pemilih sementara, salinannya hams diberikan oleh 

PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan 

sebagai bahan untuk mendapatkan masukan clan tanggapan. Masukan clan 

tanggapan masyarakat clan Peserta Pemilu diterima PPS paling lama 21 (dua puluh 

42887.pdf



61 

satu) hari sejak <laftar pemilih sementara diumumkan. PPS wajib memperbaiki 

daftar pemilih sementara berdao;;arkan masukan dan tanggapan masyarakat dan 

Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas hari) sejak berakhimya masukan dan 

tanggapan masyarakat <lan Peserta Pemilu.Daftar pemilih sementara basil 

perbaikan diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan 

masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu. PPS wajib melakukan 

perbaikan terha<lap daftar pemilih sementara basil perbaikan berdasarkan masukan 

dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari 

setelah berakhimya pengumuman. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir 

disarnpaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Sintang melalui PPK untuk 

menyusun daftar pemilih tetap. 

Guna kepentingan tersebut, Pantarlih merupakan UJung tombak KPU 

dalam meiakukan pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu Pantarlih sangat 

penting perannya dalam proses penyusunan daftar pemilih. Karena strategisnya 

peran Pantarlih ini, baik dan buruknya DPT Pemilu 2014 sangat bergantung 

kepada kine1ja Pantarlih di lapangan. Jika Pantarlih beke1ja secara optimal dalam 

proses veri'Jkasi faktual, maka DPT Pemilu 2014 diharapkan akan jauh lebih 

akurat dan berkualitas. 

Pelaksanaan Verifikasi Faktual dalarn pendaftaran pemilih, dirnana pada 

dua hari pertama lakukanlah pengecekan data pemilih terlebih dahulu ke rumah 

ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat. Tanyakan pada ketua RT/RW 
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apakah adakah perubahan data terbaru di wiiayahnya. Apakah ada warga yang 

pindah, pendatang, meninggal, pensiun atau pun penambahan KK. Periksa setiap 

KK apakan benar berdomisili di area tersebut; alarnat, warga yang tidak dikenal 

dan data pemilih yang kemungkinan gan<la. 

Setelah melakukan pengecekan awal dengan ketua RT/RW kemudian 

lakukan pengecekan secara detail kerumah-rumah dan lakukan wawancara 

langsung. Tanyakan kepada kepala keluarga atau yang rnewakili mengenai 

identitas atau dokurnen resrni setiap anggota keluarganya yang terdaftar pada 

daftar pernilih, Periksa apakah data yang tertulis sudah benar. Narna, norner KTP, 

K.K., alarnat, dan seterusnya. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang belurn 

terdaftar, Apakah ada anggota keluarga yang terdaftar rneninggal, pindah, 

pensiun, TNl/POLRI, cacat, gangguan jiwa. Daftarkan anggota keluarga yang 

akan berurnur 17 tahun ketika hari pernilu tiba, anggota keluarga yang belurn 

cukup urnur tapi sudah atau pernah rnenikah, j ika be I urn terdaftar dalarn Model 

A.0-KPU. 

Hasil wawancara dengan Ketua PPS, Secara sederhana dalam proses 

pernutakhiran data pernilih, PPK rnerniliki tugas, wewenang dan kewajiban 

sebagai berikut : Pada Tahap persiapan, rnernbantu PPS dalarn rnelakukan 

sosiaiisasi pemutakhiran data pernilih di tingkat kecarnatan, rnenerirna data 

pemilih per TPS (Model A.0-KPU) dan seluruh alat perlengkapan pemutakhiran 

data pemilih dari KPU Kabupaten Sintang ketika dilaksanakan BimTek untuk 
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diserahkan kepada PPS dan Pantarlih sena melakukan Bimbingan Teknis 

(Bimtek) atau pelatihan pemutakhiran data pemilih bagi PPS dan Pantarlih di 

wilayah kerja PPK. 

Jenis <lokurnen <lan perlengkapan Pen<lafiaran Pernilih yang <literirna PPK 

Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah sebagai 

berikut: 

Table 4.6. Jenis dokurnen dan perlengkapan Pendaftaran Pernilih yang diterirna 
PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu LegislatifTahun 2014 

No Jenis dokumen dan perlengkapan 

Hard Copy Data Pemilih Per TPS (Model A.0-
KPU) sejumlah Pantarlih di kecamatan yang 
akan diberikan kepada setiap Pantarlih 

,.., Formulir Data Pemilih Barn (Model A.A-KPU) 
sesuai dengan 
kebutuhan yang akan diberikan kepada setiap 
P r1 amar u1 

3 Formulir bukti telah didaftar/data (Model A.A.1-

-- -
_K~Ul y~ng_ (l_kan _c!_ib~rikan ~p~d~_Pantarli_h ____ 

4 Stiker pemutakhiran data pemilih (Model A.A.2-
KPU) sesuai kebutuhan (satu KK satu stiker); 

5 Ballpoint sesuai jumlah Pantarlih 
6 Spidol sesuai jumlah Pantarlih 
7 Pensil sesuai jumlah Pantarlih 

I 
8 Map plastik sesuai jumlah Pantarlih 

Diterima 
Ya j Tidak 

Lengkap / 

Lengkap 

Lengkap 

~ ----- -- --- -------

Kurang 
lengkap 

Lengkap 
Lengkap 

Kurang 

I lengkap 
I Lengkap 

Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu, 2014. 

Hasil wawancara dengan Ketua KKPS, dalam tahap Verifikasi Data 

Pemilih peran PPK aJalah melakukan supervisi Jan asistensi kepada PPS Jan 

Pantarlih. Supervisi dan asistensi tersebut berupa pengecekan ha! - ha! sebagai 

I 
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berikut: Apakah Pantarlih telah memulai veri.kasi faktuai tepat waktu7 . 

Bagaimana perkembangan pemutakhiran yang dilakukan oleh Pantarlih setiap 

minggu? . Apakah Pantarlih telah bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan'7 . 

Apa ken<lala1hambatan yang <liha<lapi oleh Pantarlih di iapangan?. 

Hasil supervisi dan asistensi tersebut selanjutnya dilakukan koordinasi 

dengan KPU Kabupaten Sintang jika ditemukan Pantarlih yang kekurangan 

£" 1· j 1 l 1 kJ . r k 1 . • 1 1 l ionnu 1r atau a at Ke engKapan pemuta -i1ran. r a ·tor mmnya yang pentmg aoa1a 1 

ketepatan waktu Pantarlih menyerahkan hasil verikasi faktual kepada PPS. 

Hasil wawancara dengan Ketua KPPS, KPU menetapkan penyusunan 

DPS dilakukan oleh PPS bersarna-sama PPK di kantor PPK. Penyusunan DPS ini 

menjadi tahap pertama yang paling penting dalam menentukan kualitas DPT. PPK 

membantu PPS dalam proses menyusun dan mengumumkan DPS. Operator PPK 

melakukan entry data DPS bersama-sama dengan PPS yang bersangkutan. 

Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu, PPK 

diwajibkan melakukan analisis terkait dengan sumber daya manusia, teknologi 

(komputer), Jan jurnlah desa/kelurahan Jan TPS yang dimiliki oleh masing-

masing PPK agar dalam keterbatasan sumber daya PPK tetap mampu menyusun 

DPS secara optimal dan tepat waktu. Yang harus dilakukan oleh PPK dalam 

keterbatasan tersebut adalah mernbuat jadwal petugas PPK dan PPS dalarn 

menyusun DPS. 
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Kesesuaian Jadwai \Vaktu Pen<laftaran Pemilih Oieh PPK Kecamatan 

Binjai Hulu Dalam Pemilu LegislatifTahun 2014 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Kesesuaian Jadwal Waktu Pendaftaran Pemilih Oleh PPK 
Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu LegislatifTahun 2014 

I No I Program I Kegiatan 

1 Pembentukan Pantarlih 

2 p k kh emu ta iran data 
pemilih pencocokan dan 
penelitian) 

3 Penyusunan bahan Daftar 
Pemilih 
Sementara (DPS) 

4 Penetapan DPS 
5 Pengumuman DPS 

Jadwal Yang Realisasi Jadwal oleh 
Ditetapkan KPlJ PPK Binjai Hulu 

15 Maret s/d 15 1 12 April 2013 
April 2013 
l Apnl s/d 9 Jum 9Jum2013 
2013 

10 Juni s/d 9 Juli 9 Juli 2013 
2013 

10 Juli 2013 10 Juli 2013 
11 s/d24Juli2013 24 Juli 2013 

. . . ' 
,. 

' ' r. ~ 

b lVlasuKan dan tanggapan 11 Juli s;d l Agust l Agustus 2ulJ 
masyarakat 2013 

7 Perbaikan dan 2 s/ d l 5 Agust 20 l 3 15 Agustus 2013 
' penyusunan DPS 

8 Penetapan Daftar Pe mi lih 16 Agustus 2013 17 Agustus 2013 
Sernentara Hasil 

9 

10 

11 

Perbaikan (DPSHP) 
Pengumuman, masukan 
Jan tanggapan rna::>yarakat 
atas penetapan DPSHP 
Perbaikan DPSHP 

Penyerahan DPSHP akhir 
kepada KPU Kabupaten 

I Si~tang . \ 

17 s/d 23 Agust . 23 Agustus 2013 
2013 

24 Agust s/d 6 Sept 
2013 
7 s/d 10 Sept 2013 

6 September 2013 

! 7 September 2013 

Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu, 2014. 

Ben.lasarkan data pa<la tabel Ji alas, Ja<lwal \Vakiu Pern.lafiaran Pernilih 

Oleh PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 secara 
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umum telah dilaksanakan secara tepat waktu. Pada hari Sabtu tanggal 7 

September 2013, Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Hulu telah melaksanakan 

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) 

Akhir di Gedung Serba Guna Kecamaian Binjai Hulu di wilayah Kerja Panitia 

Pemilihan Binjai Hulu dengan hasil sebagai berikut: 

a.Pemilih Laki-Laki : 4.208 

b. Pemilih Perempuan . 4.09G 

c Juml<lh Pemilih Sementarn · 8 >n4 

Rincian Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara 

Hasil Perbaikan akhir untuk wilayah Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se

Kecamatan Binjai Hulu tidak tercantum daiam Rekapitulasi Daftar Pemiiih 

Sementara Hasil Perbaikan. 

Basil wawancara dengan Ketua PPS, yang menjadi perhatian utama dalam 

proses penyusunan, penetapan dan pengumuman DPS adalah sebagai berikut: 

PPK dan PPS harus melakukan entry data DPS dengan bersumber pada Model 

A.0-KPlJ <lan Model A.A-KPlJ hasil verifikasi Pantarlih. PPK rnemastikan pada 

waktu entry data DPS ke dalam formulir Model A. l-KPU. PPS wajib 

mendampingi operator PPK ketika melakukan entry data/menyusun DPS. PPK 

dan PPS harus teliti dan hati-hati dalam setiap entry data untuk rnenghindari 

kesalahan tulis maupun kesalahan memasukkan data Pemutakhiran. 
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Aspek lainnya yang perlu menjadi perhatian adaiah melakukan konfrmasi 

kepada Pantarlih ketika PPK dan PPS menemukan data yang dianggap tidak 

dimengerti. Memeriksa kembali keakuratan data yang telah selesai di-entry (draft 

DPS) dengan cara mencocokkan hasil entry data <lengan Model A.0-KPU. 

Mencetak DPS yang telah selesai diperiksa kebenarannya dan meminta PPS untuk 

kembali memeriksa keakuratan data dan memberikan paraf di setiap halaman DPS 

yang akan ditetapkan. Menyampaikan DPS tersebut kepada KPU Kabupaten1Kota 

untuk digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu yaitu 1 (satu) rangkap untuk 

bahan pengumuman di PPS dan 1 (satu) rangkap sebagai bahan pengumuman di 

masing-rnasing RT Jan l (satu) rangkap untuk dokurnen PPS. Proses penyusunan 

DPS adalah I bulan setelah Pantarlih selesai melakukan verifkasi faktual yaitu 10 

Juni s.d. 9 Juli 2013. 

Setelah PPK menyeiesaikan penyusunan DPS, PPK mencetak DPS 

tersebut dan memberikannya kepada masing-masing PPS untuk ditetapkan 

sebagai DPS (Model A. l KPU) Dalam proses penetapan DPS yang dilakukan 

oleh PPS, PPK melakukan beberapa hal yaitu. Memastikan seluruh PPS 

menetapkan DPS pada tanggal 10 Juli 2013; Memastikan PPS menetapkan DPS 

dalam rapat pleno terbuka PPS; Memastikan PPS mengumumkan DPS di tempat-

ternpat yang strategis agar mudah diakses oleh pemilih; Memastikan PPS 

mengumumkan DPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 11 

Juli s.d. 24 Juli 2013. 
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Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu, PPK 

mengumpulkan DPS dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK dan melakukan 

rekapitulasi DPS tingkat kecamatan dalam rapat pleno terbuka PPK. Memberikan 

soft copy DPS daiam format PDF yang terkunci kepada pengurus partai poiitik 

tingkat kecamatan sebagai bahan tanggapan dan masukan terhadap DPS Perbaikan 

DPS dan DPSHP. 

Hasil wawancara den°an Ketua PPK Kecamatan BinJ.ai Hulu van0 
0 ' .J 0 

menjadi perhatian utama PPK dalam asistensi dan supervisi terhadap PPS pada 

tahap ini adalah sebagai berikut: Memastikan PPS mengetahui dan menjalankan 

jadwal tanggapan Jan masukan dari masyarakat Jan peserta pemilu terhadap DPS 

(ll Juli s.d. 1Agustus2013) maupun DPSHP ( 17 s.d. 23 Agustus 2013) 

Memastikan PPS mengetahui dan memahami serta menjalankan 

prosedur/mekanisme proses perbaikan DPS dan DPSHP. Memastikan PPS 

mengetahui dan menjalankan jadwal perbaikan DPS dan DPSHP dengan baik dan 

benar (2 s.d. 15 Agustus 2013 untuk perbaikan DPS dan 24 Agustus s.d. 6 

September 2013 untuk perbaikan DPS HP). Mengkoordinasikan tanggapan dan 

masukan dari masyarakat dan peserta pemilu melalui KPU Kabupaten/Kota atau 

on line untuk diverifikasi kebenarannya oleh PPS. Mengkoordinasikan temuan 

analisis potensi data ganda dan data tidak akurat lainnya dari KPU 

Kabupaten/Kota kepada PPS yang bersangkutan untuk kembali dilakukan 

veri.kasi dan perbaikan. 
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PPK memiiiki kewajiban untuk mengkonsolidasi (mengumpulkan) dan 

merekapitulasi DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan oleh KPU. Proses rekapitulasi DPS, DPS HP dan DPS HP Akhir di 

tingkat kecamatan <lilakukan <lalam rapat pleno terbuka PPK <lengan mengun<lang 

Panwaslu Kecamatan, pejabat pemerintah kecamatan, dan pengurus partai politik 

peserta pemilu tingkat kecamatan. Selain itu, PPK wajib menyerahkan DPS, 

DPSHP, dan DPSHP Akhir beserta rekapitulasinya kepada KPU Kabupaten/Kota 

secepatnya, paling lambat 1 hari setelah PPK melakukan rapat pleno rekapitulasi 

masing-masing data pemilih. 

Ilasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Ilulu, Setelah 

KPU Kabupaten menetapkan DPT, maka PPK akan menerima DPT dari KPU 

Kabupaten/Kota dan wajib menyampaikan kepada masmg PPS yang 

bersangkutan. Dalam hal menyusun Daftar Pemilih (DP) Khusus, PPK membantu 

PPS untuk menyusun DP Khusus secara terkomputerisasi dengan menggunakan 

aplikasi yang telah disediakan. PPK segara menyampaikan usulan Daftar Pemilih 

Khusus (Model A-Khusus) dan rekapitulasi usulan Dafiar Pemilih Khusus dalam 

bentuk hard copy dan soft copy kepada KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten. 

Dalam proses penyusunan daftar pemilih baik DPS, DPSHP, maupun 

DPSHP Akhir, maka PPK dibekali minimal 1 (satu) buah flash disc yang berisi 

aplikasi Sidalih untuk menyusun daftar pemilih secara komputerisasi. PPK harus 

menentukan anggota dan staff pendukungnya yang memiliki kemampuan 
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mengoperasikan komputer sebagai operator Sidaiih. Jika PPK tidak memiliki 

komputer dan/atau sumber daya yang memiliki kemampuan untuk 

mengoperasikan komputer maka penyusunan daftar pemilih dapat dilakukan di 

KPU Kabupaten atau dengan ditulis tangan. Untuk PPK yang ingin mengakses 

aplikasi SIDALlH maka diperlukan koneksi internet, masuk ke masing-masing 

portal kabupaten. 

b. Pembentukan PPS, KPPS dan TPS 

Pembentukan PPS dimulai dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten 

Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.435730([ AHUN 2013 Tentang Penetapan 

Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2014 dan 

mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPK kepada masyarakat luas melalui 

para Camat sebagaimana Pengumuman Nomor 05/KPU-Kab-019.435730/II/2013 

Tanggal 21 Pebruari 2013. KPU Kabupaten Sintangjuga menerbitkan surat kepada 

Kades/Lurah untuk menyampaikan usulan calon Anggota PPS sebanyak 6 (enam) 

orang berdasarkan hasil keputusan bersama antara Kades/Lurah dengan Badan 

Perwakilan Desa/Kelurahan untuk dipilih 3 (tiga) orang diantaranya menjadi 

Anggota PPS oleh KPU Kabupaten Sintang 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahapan seleksi yang berjalan, 

rnelalui rapat pleno KPU Kabupaten Sin tang pada tanggal 25 Pebruari 2013, 

disimpulkan bahwa jadwal tersebut tidak berjalan dengan semestinya karena terlalu 
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sempitnya waktu pendaftaran, terlihat jumlah pesena yang mendaftar sebagai PPK 

serta usulan anggota PPS dari Kades/Lurah yang tidak sesuai dengan harapan. 

Untuk itu KPU Kabupaten Sintang memutuskan memperpanjang waktu pendaftaran 

dan merubah jadwal pembentukan PPK dan PPS dengan menerbitkan Kepuiusan 

KPU Kabupaten Sintang Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-019.435730/T AHUN 2013 

Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-

019.435730/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS 

Pemilihan Umum Tahun 2014. Dan sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan 

tahapan Pemilu, KPU Kabupaten Sintang menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten 

Sin tang Nomor r.c'.l:r •·'KPU v·.b 019 A-.c"-.(\l"T•IIT"'-' V..J1'-pt::.1 -1 ..... a·-· 1 .--+..J..Ji..J\J11n. u1" 2013 Tentang 

Pembentukan PPK dan PPS Se-Kabupaten Sintang Dalam Penyelenggaraan Pemilu 

Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. 

Selain itu berdasarkan surat usulan Kades;Lurah yang disampaikan Camat 

kepada PPK dan diteruskan ke KPU Kabupaten Sintang, ditetapkan 3 (tiga) orang 

calon terpilih anggota PPS per Desa/Kelurahan untuk 287 (dua ratus delapan 

puluh tujuh) <lesa/kelurnhan di Kabupaien Siniang, sehingga jumlah personii PPS 

se-Kabupaten Sintang berjumlah 861 orang. Masa kerja Anggota PPS untuk 

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yaitu selama 15 (lima belas) 

bulan, dengan rincian 10 (sepuiuh) bulan pada Tahun Anggaran 2013 dan 5 (lirna) 

bulan pada Tahun Anggaran 2014, dimulai dari 1Maret2013 s/d 31 Mei 2014 
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Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu, 

pembentukan PPS dilakukan melalui Keputusan KPU Kabupaten Sintang. Serita 

Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 

06/BA;11I/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota 

Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rak.)'at Daerah Tahun 2014. 

Tabel 4.8. Jadwal Waktu Pembentukan PPS, KPPS dan TPS Oleh PPK 
Kecamatan Bm3m Hulu Dalam Pemdu Leg1slatifTahun 2014 

I No I Program I Kegiatan Jadwal Yang Realisasi Jadwal oleh 

Ditetapkan KPU PPK Binjai Hulu 

Pembentukan PPK dan Des 2012 s/d Maret , 13 Maret 2013 

PPS 2013 

2 Pembentukan KPPS 9 Feb s/d 9 Maret' 10 Maret 2013 

2014 

3 Penetapan TPS Januari 2014 10 Januari 2014 

Sumber. Dokurnen Sekretariat PPK Kecarnatan Binjai Ilulu, 2014. 

Anggota Panitia Pemungutan Suarn (PPS) Dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah 

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kecamatan Binjai Hulu 

masing - masing Desa berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang. 
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Sehubungan dengan Tahapan, Program dan Jadual Pemilu Anggota DPR, 

DPD dan DPRD Tahun 2014 yang mengamanahkan pembentukan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS ), KPU Kabupaten Sintang menyurati 

PPK untuk memerintahkan PPS segera membentuk KPPS Jalam rentang tanggal 9 

Februari - 9 Maret 2014 sebagaimana Surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 

17 .a/KPU-Kab-019435730/11/2014 Tanggal 17 Februari 2014 Perihal 

Pernbentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 

Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, dengan proses pembentukan yang 

berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 

dan Tata KerJ·a PPK PPS dan KPPS Dalam Penyelen•rnaraan Pemilu An'"'Ota ' 00 00 

DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU 

Nomor 11 Tahun 2013. 

Terkait dengan jumlah personil KPPS menurut Peraturan KPlJ Nomor 3 

Tahun 2013, anggota KPPS berjumlah 7 orang yang terdiri dari l orang Ketua 

dan 6 orang Anggota. Sehingga dengan total TPS yang ditetapkan berjumlah 

1.132 TPS maka keseluruhan personil KPPS di Kabupaten Sintang be1jumiah 

7.924 orang 

Peran PPK juga menetapkan Jumlah, Nomor, Lokasi dan Letak TPS. 

Sehubungan dengan itu, adapun Daftar Jumlah, Nornor, Lokasi dan Letak TPS 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
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Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di 

Kecamatan Binjai Hulu 

Daftar Jumlah, Nomor, Lokasi dan Letak TPS Dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakiian Daerah 

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kecamatan Binjai Hulu 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9. 

NO 
DESA 

AMP AR 
BED ANG 

Dafrar fornlah, c'liomor, Lokasi dan Leiak TPS Dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Tahun 2014 01 Kecamatan BinJai Hulu 

I JVMLAH I NOMOR I 
TPS TPS 

4 TI'S. 972 

TPS. 973 

TPS. 974 

NAMA 

TPS 
AMP AR 
BEDANG I 
AMJ'AR 
BEDANG II 
AMP AR 

TPS. 975 AMP AR 
BEDANGIV 

LO KASI 

TPS 
Dsn Rantau 
Tengudan 
Dsn . .Kantau 
Tengudan 

Dusun lJmban 
Dusun 

LET AK 
TPS 

KantorDesa 

T empat Terhuka 

Gcdung SD 

Sengkuang Hulu Gedung SD 
EMPAKA 
KABIYAlJ 2 

EMPAKJ\ 
TPS. 976 KEJ3IY AU 

RAYA I 
Dusun 

2 RAYA 

4 

TELA GA 
"fl..f'l 1 

TELA GA 
DUA 

.., 
_) 

3 

TPS. 978 

TPS.979 

TI'S. ')80 

TPS. 981 

EMPAKA 
KEBIYAU 
RAYA II 
TELA GA 
'-;_t.cTT 1 l 
TELA GA 
SATU II 
TELArJA 
SATU III 
TELAGA 
DlJAl 

TPS. 982 TELAGA 
DUA II 

Sengkuang Hulu Gedung SD 

Dusun 
Sengkuang I Iilir 
Dusun Bering.in 

Dusun Malang 

Dusun Salatiga 
RT .04/02/Dusun 
Tega! Sari 
Jl. Purus 

Tempat Terbuka 
Gedung SDN 

Gedung SDN 
No.6 
Gedung SDN 
No.6 
Gedung SDN 
No.7 

RTOS/02/Dusun Balai Desa 
T egal sari T claga Dua 

, Bh•k , Kl•mrlek Rumnh 
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7 

8 

I 

i 

: 9 

BIN.TAI 
I IILIR 

BlNJ/\I 
rn rr r r 

SLi1'4GAI 
RI SAP 

S RISAP 
MENSlKU 
BERSJ\TU 

DAK.IAYA 

l --- [_ 

3 

4 

2 

2 

5 

TPS. 984 

TPS. <)85 

Tl'S. 986 

TPS. 987 

TPS.988 

TPS. 989 

TPS. 990 

T?S. 991 

DUA lII 

BIN.TAI I-HUR 
I 
BINJAl l lILIR 
II 
BIN.TAI HILIR 
III 

BIN.Ti\! I !ULlJ 
{ 

BlNJ/\I HUUJ 
11 

PTl\!JATTTTl! Tl 
l ~ 1 j._ '~· ~ l...1 1 j._ ', l ~ '---' 

III 

BIN.TAI HULU 
IV 

Su1'4GAI 
RISAP I 

TPS ll9? S1 lN(r1\j 

RISAP II 

WRT.u3/U3 
Dusun Karang 
Indah 
.Tl. Lintas 
Sintang-Ng. 
Ketungau 
RT 08/IV Desa 
Suka Damai 
RT 08/IV Desa 
Suka Damai 
JI. LinLas
Sintang-Ng. 
Ketungau RT 
11 !!() 

.TL Lintas
Sintang-Ng. 
Ketungau RT 
11/lU 
.n. Lintas
Sintang-Ng. 
KctungJ.u Irr 
11/10 
.n. I.intas
Sintang-Ng 
Ketungau RT 
11/l0 
Desa Segantung 
Baru RT1RW 
01/()) 

Desa Harapan 
.l;n·a RT!J~W 

03/02 

Dusun 1 Im·apan 

'7" I-' 

Sud10110 

Gedung SDN 
No.4 
GedungSDN 
No4 
Gedung SDN 
No.4 

Gedung SDN 
Nn l Rini~i ff11{i1 '--_.--- -

Gedung SDN 
No. l Bm1m Hulu 

Gcdung SL)~·~ 
No. l Binjai Hulu 

Gedung SDN I 
No. l Binjai I lulu 

G..:uung sDi~ 
No.8 

BalaiDesa 
S RISAP 

TPS. 993 MLNSIKU 
BERSATU I .laYa Bala1 Kanmrnn 
S RISAP 

TPS. 994 MENSIKlJ Dustm Mmsiku Lapangan Bola 
BCDl...' "·TT T fT 

l _,1\.. )£1.. 1 \_j 11 Bakong 
.n. Lintas-

TPS. 995 Sintang-Ng. 
DAK .IA YA f Keturnrnu 

Jl. Lintas-
TPS. 996 Sintang-Ng 

DAK JAY A II Ketungau 
.TL Lmtas-

TPS. 997 Sintang-Ng 
DAK JAY A III Ketungau 

Madarasah 
Tsanawirnh 

Madarasah 
T sanawivah 

Gedung SDN 
No. 2 
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TPS 999 
.n Lcstari 03 

D/\K J/\ Y /\ V RT 13 RW04 

TPS. 
J1. LiHla;:,-

I SI MBA 2 SIMBAJAYA Sintang-Ng. 
10 JAYA 

1000 
I Ketungau 

Th. 
.n. Lintas-

1001 
SIMBA JAY/\ Sintang-Ng. 
II Ketungau 

TP'-' 
.n Tanggok RT 

11 
2 

MENSIKU I Tinting Melapi MENSIKU 
1002 

U3/K W 1i Dsn. 

TPS. JI. Tanggok RT 

1003 
J MENSIKU II J '.;.~n~~~ ~~:;i 

Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu, 2014. 

1:3alai Desa 

Gedung SD 

Gedung SD 

"7?_ 
IV 

(,eJung :-ilJN 
NoJ Mcnsiku 

r:.,rJnn<1 <..:Ql\f 

I N~~;,M~sik:1 

Masalah dalam pembentukan dan pengangkatan PPS di Binjai Hulu 

antara lain: 

1) Kurangnya sumber daya rnanusia di desa yang berpotensi menjadi anggota 

PPS. 

2) Waktu yang singkat dalarn pdaksanaan perekrutan PPS. 

3) Sekretariat PPS kurang berfi.mgsi sehingga pe!aksanaan tugasnya !ebih 

banyak dikerjakan oleh sekretariat PPK. Hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan kemampuan administrasi Sekreiariat PPS. 

Masrdah da!am pembentukan d;:in pengangkatan KPPS rli Rinjai Hulu 

yaitu berkaitan dengan kesulitan untuk memenuhi syarat petugas KPPS 

berpendidikan minimal SMA karena keterbatasan sumber daya cnanus1a di 

tingkat desa. 
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Peran PPK dalam Distribusi Surat Suara Dan Kelengkapan Administrasi 

adalah memastikan 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, surat suara dan 

keiengkapan a<lminisirasi su<lah sampai di Desa/Kelurahan. Hasil wawancara 

dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu menyatakan PPK telah memfasilitasi 

kegiatan distribusi dan pengamanan surat suara serta kelengkapan 

administrasinya. PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan 

koordinasi dengan PPK apabila sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum 

pemungutan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi belum sampai di 

De~a/Kelurahan. 

Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu 

menyatakan, kegiatan yang dilakukan dalam Tahap Persiapan Menjelang 

Pemungutan Suara a<lalah, memantau <listribusi surat suara dan alat kelengkapan 

administrasi pemungutan clan penghitungan suara serta pemberitahuan kepada 

Desa untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan 

mendaiangi TPS-TPS pa<la waktu hari pemungutan suara. 

Hasi! wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hutu diketahui 

PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan pemantauan distribusi 

surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan 

suara. Hanya saja, PPK Kecamatan Binjai Hulu tidak dapat memfasilitasi kegiatan 
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pemberitahuan kepada Desa untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan 

hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada waktu hari pemungutan suara di 

Kecamatan Binjai Hulu. Menurut Ketua PPK, kegiatan tersebut telah dilakukan 

oleh masing-masing Kepala Desa <li wilayah Kecamatan Binjai Hulu. 

Masalah dalam pengadaan, pengelolaan dan Pendistribusian Logistik di 

Kecamatan Binjai Hulu antara lain: 

1) Kondisi geografis Kabupaten Sintang, dimana ada beberapa kecarnatan 

yang akses jalannya sulit; 

2) Keterlambatan berbagai jenis logistik yang akan didistribusikan sehingga 

menyulitkan, terutama untuk Jaerah-Jaerah yang sulit Jijangkau, 

3) Buku Pandmm KPPS ada, namun terlambat datang, sedangkan saat raker 

dengan PPK tentang rekapitulasi buku tersebut sangat diperlukan sebagai 

bahan/materi bimtek terhadap KPPS. Sementara itu biaya bimtek KPPS 

tidak memadai untuk penggandaan bahan. 

d. Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara 

Dalam pelak.sanaan Rekapiiulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 

di PPK diatur pula dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 

Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 

Anggoia Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pe1wakilan Daerah, Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi <lan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Urnurn sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014. 

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK 

dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 13 s/d 17 April 2014 di masing-masing 

Kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS. 

Pa<la rapat rekapitulasi ini, pesena yang ha<lir a<lalah Ketua <lan 

Anggota PPK, Ketua PPS, para Saksi tingkat Kecamatan, Calon Anggota DPD 

(bila ada yang berkenan hadir) dan Pengawas Pemilu Kecamatan. Terkait 

denoan Saksi van° hadir pada Rekapitulasi Hasil Penohitunoan Perolehan 0 .J 0 0 0 

Suara di PPK berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1) Setiap Saksi dari Partai Politik hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) 

Partai Politik; 

2) Setiap Saksi dari Calon Anggota DPD hanya <lapat menjadi saksi untuk l 

(satu) Calon Anggota DPD; 

3) Saksi dari Partai Politik dilarang merangkap menjadi Saksi dari Calon 

Anggoia DPD, 
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4) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani 

oleh Ketua clan Sekretaris Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan atau 

kabupaten/kota clan Calon Anggota DPD paling lambat pada saat rapat 

rekapitulasi dilaksanakan. 

Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 

m1, PPK (dibantu oleh PPS) melakukan rekapitulasi dengan tahapan sebagai 

1 ·1 ' oenKUI. 

1) memhuka kotak suara tersegel; 

2) mengeluarkan sampul yang berisi Formulir Model D dan D-1 

DPRIDPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; 

3) membacakan Formuiir Tvlodei D dan D-i DPRJDPD;DPRD 

Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; 

4) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara clan Sertifikat 

Rekapiiuiasi. 

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dilakukan secar(! benm1t(!n 

dimulai dari: 

1) hasil penghitungan pernlehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota 

DPR, DPD, DPRD Provinsi, clan DPRD Kabupaten/Kota; 

2) PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja kecamatan. 
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PPK selanjutnya mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Formulir Model 

DA dan 'DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Formulir sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Ketua PPK, semua 

Anggota PPK <lan Saksi yang hadir. Dalam ha! Anggota PPK dan Saksi ti<lak 

bersedia menandatangani, formulir ditandatangani oleh Anggota PPK dan 

Saksi yang bersedia. 

Pada saat Rekapitulasi, Saksi/Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan 

keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara 

kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

J J D 1 1 1 . . ~nTT ··1 . 1 1 J µerun ang-un angan. aiam na1 im, Fr r-.. waJiD mt:Hjt:Jas!\.an prost: ur 

dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil penghitungan 

suara dalam Formulir Model D-1 dan Lampirannya. Apabila keberatan yang 

diajukan Saksi/Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK mengadakan 

pembetulan saat itu juga. 

Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi 

dengan cara mencorei angka yang salah Jan menuliskan angka yang benar 

dengan dibubuhi parafKetua PPK dan Saksi yang hadir. 

Dalam ha! pembetulan yang telah dilakukan PPK masih terdapat 

keberatan dari Sabi, PPK merninta pendapat dan rekomendasi Panwaslu 
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Kecamatan yang hadir. Selanjutnya PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi 

Panwaslu Kecamatan tersebut. 

Setelah semua formulir selesai ditandatangani, kemudian PPK 

menyerahkan Formulir tersebut kepa<la Saksi, Panwaslu Kecamatan, <lan 

KPU Kabupaten Sintang. Selanjutnya PPK mengumumkan rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Anggota DPR, 

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan di 

tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalarn wilayah kerja PPK. 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK dinyatakan 

selesai, <lan selanjutnya PPK rnenyerahkan kepada KPU Kabupakn Sintang: 

1) kotak suara yang berisi Forrnulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD 

Provinsi clan DPRD Kabupaten/Kota di PPK dalam keadaan disegel; 

2) kotak suara yang berisi formulir Model D-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota dalarn keadaan disegel; 

3) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara Calon Anggota DPR, DPD, 

DPRD Provinsi, <lan DPRD Kabupaten/Koia dari seluruh PPS di wiiayah 

kerjanya clan Formulir di tingkat PPK dalam keadaan disegel. 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK secara umum 

be1jalan <lengan baik dan lancar, kecuali PPK Serawai yang meiaksanakan 
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rekapitulasi Lanjutan di Mapolres Sintang dengan alasan keamanan. 

Rekapitulasi Lanjutan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Serawai 

dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014 di Aula Polres Sintang dibawah 

pengawasan/pengamanan personil kepoiisian. 

Peran PPK Kecamatan Binjai Hulu dalam Pemungutan Suara antara 

lain, memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 

memantau pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS; melakukan 

koordinasi dengan Panwaslu, dan Polri untuk menindaklanjuti apabila terdapat 

kecurangan dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk 

segera mendapatkan penyelesaian; memantau rekapitulasi penghitungan suara 

oieh PPS, melakukan koordinasi dengan Panwaslu dan instansi terkait apabila 

terjadi bencana atau hal-hal lain yang mengakibatkan pemungutan suara di 

wilayahnya hams ditunda; dan melakukan koordinasi dengan Panwaslu, dan Polri 

uniuk menjaga kondisi keamanan dan keteitiban selama pelaksanaan pemungutan 

suara dan penghitungan suara. 

Peran PPK Kecamatan Binjai Hulu dalam Penghitungan Suara adalah 

~PIT b b . . h . I 1 . 1 1 p . 1- ....._ mem -uat enta acara penenrnaan 1as1 pengmtungan pero1enan suara -artai 

Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari PPS. PPK melakukan rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara 

42887.pdf



84 

calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan 

Panwaslu Kecamatan. 

Rekapituiasi penghitungan suara <lilakukan <lengan membuka kotak suara 

tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan 

sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali. 

PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Paiiai 

Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan 1 1 peroH:nan suara. PPK mengumumkan rekapi1.ulasi 

penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara 

calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tempat 

umum. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasii penghitungan perolehan 

suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil 

penghiiungan perolehan suara iersebut kepada saksi Peseria Pemilu, Panwaslu 

Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota 

PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat suara calon 

anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS dalam 

kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 
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suara dan sertifikat rekapituiasi hasil penghitungan perolehan suara Panai Politik 

Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS. 

Hasil wawanl:ara <lengan salah seorang Ketua PPS menyaiakan PPK 

Kecamatan Binjai Hulu belum dapat memfasilitasi kegiatan pemantauan 

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. PPK Kecamatan Binjai 

H I . 1 ' d .c ., . . k . I ' u u JUga oeiUm apat rnem1as111tas1 ·eg1atan pemantauan pe aKsanaan 

pemungutan dan penghitungan suara di PPS. Namun demikian PPK Kecamatan 

Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan pemantauan pelaksanaan rekapitulasi 

1 ·1 h" ,. PDK nas1 peng 1tungan suara 01 ~1 · . 

Hasil wawancarn dengan sa1'1h seorang Ketlia PPS menyatakan PPK 

Kecamatan Binjai Hulu menyatakan pemerintah Kecamatan Binjai Hulu telah 

memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan PPK, Panwaslu, dan Polri untuk 

menindaklanjuti apabila terdapat kecurangan dalam pelaksanaan penghitungan 

suara di tingkat Kecamatan untuk segera mendapatkan penyelesaian. 

Hasil wawanl:ara denga11 salah seorang Ketua PPS rnenyatakan PPK 

Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan Panwaslu 

dan instansi terkait apabila terjadi bencana atau hal-hal lain yang mengakibatkan 

pemungutan suara di wilayahnya harus ditunda. PPK Kecamatan Binjai Hulu telah 

memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan Panwaslu, dan Polri untuk menjaga 
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kondis1 keamanan dan kete11iban selama peiaksanaan pemungutan suara dan 

penghitungan suara. 

Masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang 

terjadi pada Perniiu legislatif 2014 antara lain. 

1) Terdapat duplikasi \VeYvenang pengamanan TPS antara KPPS dengan 

Hansip, sehingga ada PPS yang beranggapan Hansip bagian dari KPPS; 

2) Banyaknya formulir yang harus diisi oieh petugas dengan kondisi SOM 

yang kurang memadai, sehingga banyak terjadi kesalahan. 

Permasalahan di tingkat PPS dalam penyusunan berita acara dan rekap 

1 ·1 1 . .l 1 1 k d . . 1· 1·1 1 b·1 MSt peng utungan suara aua an ·arena stan ansas1 pen01u11\.an 1e m 

mempengaruhi perekrutan anggota PPS dibandingkan pengalaman pemilunya, 

dan PPS yang terpilih lebih banyak pemula, sehingga dalam rekapitulasi 

masih terdapat kebingungan mengisi formulir seri D di tinggkat PPS. 

Masalah yang terjadi di PPK dalam penyusunan berita acara clan rekap 

hasil pemilu adalah adanya instansi yang meminta hasil rekapitulasi terlalu 

cepat, bahkan rnendesak peiaksanaan rekapituiasi sebeiurn waktunya sehingga 

mengganggu PPK/PPS dalam menjalankan tugas, padahal PPK hanya 

berkewajiban memberikannya kepada peserta pemilu dan panwas. 
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2. Struktur 

Menurut Reksohadiprojo dan Handoko (1987) struktur 

Q'i 
UI 

. . 
orgamsas1 

merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan diantara fungsi-fungsi 

dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggungjawab setiap anggota 

organisasi yang menjalankan tugasnya. 

Dalam rangka persiapan pembentukan organisasi PPK, KPU Kabupaten 

Sintang berkoordinasi dengan Pernerintah Kabupaten Sintang untuk dapat 

memfasilitasi proses seleksi PPK/PPS dalam bentuk bantuan pesoni maupun 

tempat pelaksanaan seleksi. KPU Kabupaten Sintang tidak melaksanakan seleksi 

secara te1pusat di ibukota kabupaten karena alasan geografis dan sosial ekonorni 

masyarakat sehingga pelaksanaan seleksi di tingkat kecamatan dianggap lebih 

efektif dan manuasiawi serta disesuaikan karakteristik lokal. 

Pembentukan PPK Binjai Hulu dimulai dengan menerbitkan Keputusan 

KPU Kabupaten Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 

T entang Penetapan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 

2014 dan mengurnumkan Pendafrnran Calon Anggota PPK kepada masyarakat 

luas melalui para Camat sebagaimana Pengumuma Nomor 05/KPU-Kab-

019.435730/Tl/2013 Tanggal 21 Pebruari 2013. 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahapan seleksi yang berjalan, 

melalui rapat pleno KPU Kabupaten Sintang pada tanggal 2 Pebruari 2013, 

disimpulkan bahwa jadwal tersebut tidak berjalan dengan semestinya karena 
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terlalu sempitnya waktu pendafiaran, terlihat jumla peserta yang mendaftar 

sebagai PPK yang tidak sesuai dengan harapan Untuk itu KPU Kabupaten 

Sintang memutuskan memperpanjang waktu pendaftaran dan merubah jadwal 

pembentukan PPK Jan PPS <lengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten 

Sintang Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Perubahan 

Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomo 02/Kpts/KPU-Kab-

019.435730/T AHUN 2013 Tentang Penetapan Ja<lwa Pembentukan PPK dan PPS 

Pemilihan Umum Tahun 2014. Dan sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan 

tahapan Pemilu, KPU Kabupaten Sintang menerbitkan Keputusan KPU 

Kabupaten Sintang Nomor 05/Kpts1KPU-Kab-019.435730tf AIIUN 2013 Tentang 

Pembentukan PPK dan PPS Se- Kabupaten Sintang Dalam Penyelenggaraan 

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. 

Berdasarkan jadwal tersebut, KPU Kabupaten Sintang meiaksanakan 

pembentukan PPK dengan melaksanan Seleksi Administrasi PPK di KPU 

Kabupaten (pengiriman berkas melalui angkutan umum: bus dan speedboat), 

Seleksi Tertulis dan \Vawancara PPK di Kecamat.an-Kecamatan dengan alasan 

kondisi georgafis yang tidak memungkinkan peserta untuk datang ke ibukota 

Kabupaten (biaya perjalanan yang tinggi) Dari hasil Seleksi terakhir yaitu Seleksi 

Wawancara, diperoleh namanama calon terpilih anggota PPK sebanyak 5 (lirna) 

orang per Kecamatan untuk 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Sintang, 

sehingga jumlah personil PPK se-Kabupaten Sintang berjumlah 70 orang. 
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l.Jntuk PPK, Sekretariat PPK dipimpin oleh seorang Sekretaris dari 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat 

bantuan/fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Sintang, terdiri dari 1 (satu) orang 

staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan 1 (satu) orang staf sekretariat 

urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu. 

Proses penentuan Sekretaris PPK yaitu : PPK melalui KPU Kabupaten 

S. 'k ..., ( . ) I 1 . PPK ' d B . ". mtang rnengusUi -an -' ~t1ga narna ca on set<retans · · Kepa a ·upati ;:,mtang 

untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK 

dengan Keputusan Bupati Sintang. 

Sehubungan dengan surat KPU-RI Nornor 23 l/KPU11V/2013 Tanggal 8 

April 2013 Perihal Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS Pemilu 

Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, bahwa 2 (dua) orang staf pelaksana 

PPK adalah sama dengan pembentukan sekretaris PPK yang dipilih dan 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, maka KPU Kabupaten Sintang 

menyampaikan permohonan penerbitan surat Keputusan dimaksud. 

Selanjutnya Bupati Sintang menerbitkan Surat Keputusan terkait 

pengangkatan Sekretariat PPK se-Kabupaten Sintang berdasarkan perrnohonan-

permohonan KPU Kabupaten Sintang. Beberapa Keputusan Bupati Sintang yang 

terbit selama Pemilu Anggota DPR, DPD Jan DPRD Tahun 2014 dapat diuraikan 

sebagai berikut: 
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a. Bupati Sintang menerbitkan Keputusan berdasarkan surat permohonan KPU 

Kabupaten Sintang Nomor 47/KPU-Kab-019.435730/IV/201Tanggal30 April 

2013 Perihal Permohonan Penetapan Personil Sekretariat Panitia Pemilihan 

Kecamatan Pernilihan Umurn Tahun 2014 dengan Keputusan Bupati Sintang 

Nomor 274/546/KEP-KPU/2013 Tentang Tentang Penetapan Pegawai Di 

Lingkungan Pemerinta Kabupaten Sintang Sebagai Sekretaris dan Staf 

Sekretariat Panitia Pernilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 

Di Kabupaten Sintang; 

b. Bupati Sintang menerbitkan Keputusan berdasarkan surat permohonan KPU 

Kabupaten Sintang Nomor 02/KPU-Kab-019.435730/1/2014 Tanggal 3 Januari 

2014 Perihal Permohonan Penetapan Kembali Personil Sekretariat PPK 

Pemilu Tahun 2014 untuk TA 2014 dengan Keputusan Bupati Sintang 

Nomor 274/6/KEP-KPU/2014 Tentang Penetapan Pegawai Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sintang Sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia 

Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten 

Sin tang. 

3. Orang-Orang Yang Berada Pada Organisasi 

Leavitt (dalam Zarkasi, 1978:318), menyatakan keberadaanpeop/e atau 

orang-orang yang berada pada organisasi tersebut memegang peranan penting 
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dalam pencapaian tujuan orgamsas1. Segi manusia merupakan sarana yang baik 

untuk mengawali langkah yang tidak bisa diprogramkan. 

Keefektifan PPK dalam pelaksanaan pemilu merupakan kumpulan dari 

individu dan keiompok sehingga keefekiifan organisasi pada dasamya merupakan 

fungsi dari keefektifan dari individu clan kelompok, yang artinya bahwa organisasi 

dapat memperoleh tingkat prestasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah 

prestasi masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Yang paling mendasar 

dalam tingkat keefektifan adalah keefektifan individual yang menekankan pada 

pelaksanaan tugas pekerjaan atau anggota dari organisasi. Tugas-tugas yang harus 

dilabanakan rnerupakan bagian dari pekeijaan atau posisi dalarn organisasi 

menafsir secara rutin tentang keefektifan individu melalui proses evaluasi 

Berdasarkan uraian diatas, salah satu faktor yang mempengaruhi Peran 

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan 

Umum Legislatif Tahun 2014 adalah keberadaan sumber daya manusia baik pada 

PPK, PPS maupun KPPS yang ada. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan 

T• Kb s· · "' o''K 'KPUKb"'"'"C7"0'TAHTU"'""O'" umurn a-upaten 1mang l"lOmor: 01 pts1 - ·a .Ui':1.45.J 5 1 1~ L u 

Tanggal 14 Maret 2013 telah ditetapkan Pengangkatan Anggota Panitia 

Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rak-yat, Dewan Pervvakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Tahun 2014 Di Kabupaten Sintang. 
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Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001 :9) "dari aspek manus1a, 

berkaitan dengan pegawai yang ada, baik jumlah maupun mutu, telah memenuhi 

kualifikasi dari tugas dan tuntutan organisasi". Dalam beberapa ha! menurunnya 

kinerja organisasi mungkin disebabkan oieh kurang qualified-nya pegawai. 

Sebaliknya, jumlah pegawai yang terlalu banyak akan menimbulkan inefisiensi 

yang akhimya akan membebani organisasi dan mungkin akan mempengaruhi 

profit organisasi. Keberagaman SDrvt dalam organisasi 
1. 1. . 

rnungKm 01sa juga 

disebabkan oleh perbedaan asal-usul, nilai-nilai dan norma-norma sosial, dan 

adanya perpidahan antar daerah. 

Selain hal tersebut, guna rnendukung tugas PPK telah ditelapkan 

Keputusan Bupati Sintang Nomor 274 I 546 I Kep-Kpu/2013 Tentang Penetapan 

Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Sebagai Sekretaris Dan 

Staf Sekretariat Panitia Pemiiihan Kecamatan Pada Pemiiihan Umum Tahun 2014 

Di Kabupaten Sintang. 

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana 

dimaksud, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Panitiaa Pemilihan 

Kecamatan, sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Masa kerja 

Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan adalah 9 (sembilan) 

bulan pada Tahun 2013 terhitung sejak tanggal rnulai dilaksanakannya Keputusan 

tersebut. 
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Seluruh keiuaran orgarnsas1 tergantung dari prakarsa dan karya 

manusianya (aparatur), sehingga aparatur dipandang sebagai faktor yang 

menentukan keberhasilan program". Oleh karena itu, untuk menunJang 

keberadaan aparatur sebagai pemikir, perencanaan dan pelaksanaan <lalam 

pembangunan, maka aparatur dituntut untuk meningkatkan sumber daya 

manusianya, sehingga dengan meningkatnya sumber daya manusianya pada setiap 

aparatur diharapkan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya 

dengan baik. 

Jumlah Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Legislatif di Kecarnatan Binjai IIulu Tahun 214 cukup memadai. Anggota PPK 

sebanyak 5 (lima) orang dan anggota Sekretariat PPK sebanyak 3 (tiga) orang. 

Tingkat Pendidikan Angggota PPK dan Staf Sekretariat PPK Kecamatan Binjai 

Hulu adaiah sebagai berikut: 

Tabel 4.10. Tingkat Pendidikan Angggota PPK dan Staf Sekretariat PPK 
Kecamatan Binjai Hulu 

) No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

I~ I SD 

I~ SMA : 
so~<> 

'Diploma 
, Sarjana 50% 

I ! Jumlah 8 100% 
Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu, 2014. 
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Tinukat Pendidikan Anuuuota PPS Se Kecamatan BinJ·ai Huiu Pada 0 000 

Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 214 adalah sebagai 

berikut: 

Tabd 4.11. Tingkat Pendidikan Angggota PPS Se Ke(.;arnatan Binjai Hulu 
Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu 
Tahun 2014 

No 'l 'ingkat Pendid1kan Jumlah Persentase 
1 SD ! - -
2 SMP ' - -

3 · SMA i 66 91,67% 
4 Diploma ! I 1,39% 
i;: c 1. ~!'""'!: i;: (\ 01, 

,~ 
Jumlah 72 100% 

Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu, 2014. 

Tingkat Pendidikan Staf Sekretariat PPS Se Kecamatan Binjai Hulu Pada 

Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 214 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12. Tingkat Pendidikan Staf Sehetariat PPS Se Kecarnatan Binjai 
Hulu Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai 
Hulu Tahun 2014 

No 
' 

Tingkat Pendidikan I Jumlah Persentase 
1 SD 

I 

2 SMP 12 16,67% 

1; 
• SMA 60 l 83,33 

Diploma 
Sarjana 

I ~ Jumlah 72 I 100% 
Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu, 2014. 
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Anggaran penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 

teniang APBN, serta Pemilu Kepaia Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD wajib dicairkan sesuai dengan 

tahapan penyelenggaraan Pemilu. Anggaran Pemilihan Umum Legislatif Tahun 

2014 pada PPK Kecarnatan Binjai Hulu adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13. Anggaran Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 pada PPK 
Kecamatan BmJai Hulu 

No _ _ __ _ _ J~ni_s J\nggaran Jumlah 
--- ---- --- -

1 Honor PPK 1 Rp 98.7000.000 
2 · HonorPPS 1 Rp 840.000.000 
3 Honor KPPS ; Rp 140.439.000 
4 1 Distribusi Logistik I Rp 211.100.000 
5 Biaya lain - lain : Rp 183.400.000 
Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan BinJai Hulu, 2014. 

Berdasarkan data pada tabel di atas, Anggaran Pemilihan Umum Legislatif 

Tahun 2014 pada PPK Kecamatan Binjai Hulu diperuntukkan untuk biaya honor, 

operasional dan distribusi logistik. Jumlah tersebut masih belum mernadai, karena 

sebagian besar hanya untuk honor saja. 

4. Teknologi/Peralatan Teknis Yang Digunakan 

Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai merupakan ha! 

yang mendukung lancarnya kegiatan PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam 

Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Termasuk sarana kantor alat-alat yang 
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dapat digunakan para pegawai untuk bekerja seperti Komputer, Mesin Tik, 

Telepon, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk prasarana kantor seperti 

gedung, ruangan kantor, gudang, dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil wawancara denuan Ketua PPK Kecamatan BinJai Huiu 
0 ' 

dapat diketahui bahwa Sarana dan Prasana Penunjang Pelaksanaan tugas PPK 

Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 masih 

rnengalami kekurangan. Kondisi ini tentunya akan rnenganggu 1 1 Kemncaran 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPK Kecamatan Binjai Hulu. 

Kondisi geografis pada umumnya berkaitan dengan karakteristik suatu 

wilayah pernerintahan. lndikator untuk melihat tersebut adalah. batas wilayah, 

luas wilayah, jumlah wilayah pemerintahan, dan kondisi topografi wilayah 

(penggunaan lahan). Semakin luas suatu wilayah akan semakin panjang rentang 

kendali penyeienggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan.Pada beberapa 

wilayah kondisi geografis ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan 

infrastruktur transportasi. Minimnya infrastruktur wilayah tersebut dapat 

rnenyebabkan keierisoalisasi dan keterpencdan wilayah-wilayah 

Bahwa secara umum Jarak lbu Kata Kecamatan Dengan Beberapa Tempat 

di KecamatanTempunak terdapat beberapa wilayah Desa yang sulit dijangkau. 

Hal ini disebabkan, Jarak Desa dengan pusat pemerintahan Kecarnatan Binjai 

Hulu cukup jauh. 
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hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu. 

PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil 

perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu 

paling lama 14 (ernpai belas) hari seteiah berakhimya pengumuman. Daftar 

pemilih sementara hasil perbaikan akhir disampaikan oleh PPS kepada KPU 

Kabupaten Sintang melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap. 

jenis dokurnen Jan perlengkapan Pendaftaran Pemilih yang diterima PPK 

Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 masih belum 

lengkap. Perlengkapan yang belum lengkap tersebut adalah Stiker pemutakhiran 

data pernilih (Model A.A.2-KPU) sesuai kebutuhan (satu KK satu stiker dan 

Pensil sesuai jumlah Pantarlih. 

PPK diwajibkan melakukan analisis terkait dengan sumber daya 

manusia, teknologi (komputer), dan jumlah desa/kelurahan dan TPS yang dimiliki 

oleh masing-masing PPK agar dalam keterbatasan sumber daya PPK tetap mampu 

menyusun DPS secara optimal dan tepat waktu. Yang harus dilakukan oleh PPK 

dalam keterbatasan terse but adalah mernbuai jadwal petugas PPK dan PPS dalam 

menyusun DPS. 

Terkait dengan tugas Pembentukan PPS berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan tahapan seleksi yang berjalan, melalui rapat pleno KPlJ Kabupaten 

Sintang pada tanggal 25 Pebruari 2013, disimpulkan bahwa jadwal terse but tidak 

berjalan dengan semestinya karena terlalu sempitnya waktu pendaftaran, terlihat 
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jumlah peserta yang mendafiar sebagai PPK serta usuian anggota PPS dari 

Kades/Lurah yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu KPU Kabupaten 

Sintang memutuskan memperpanjang waktu pendaftaran dan merubah jadwal 

pembentukan PPK dan PPS dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten 

Sintang Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-019.435730/T AHUN 2013 Tentang Perubahan 

Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-

019.435730/T AHUN 2013 Tentang Penetapan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS 

Pemilihan Umum Tahun 2014. Dan sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan 

tahapan Pemilu, KPU Kabupaten Sintang menerbitkan Keputusan KPU 

Kabupalen Sintang Nomor 05/KptsiKPU-Kab-019.435730/T AIIUN 2013 Tenlang 

Pembentukan PPK dan PPS Se-Kabupaten Sintang Dalam Penyelenggaraan 

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. 

Peran PPK juga menetapkan Jumlah, Nomor, Lokas1 dan Letak TPS. 

Sehubungan dengan itu, adapun Daftar Jumlah, Nomor, Lokasi dan Letak TPS 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di 

Kecamatan Binjai Hulu. 

Masalah dalam pembentukan dan pengangkatan PPS di Binjai Hulu 

antara lain: Kurangnya sumber Jaya manusia di Jesa yang berpotensi menjadi 

anggota PPS, Waktu yang singkat dalam pelaksanaan perekrutan PPS, Sekretariat 

PPS kurang berfungsi sehingga pelaksanaan tugasnya lebih banyak dikerjakan 
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oleh sekretanat PPK. Hal m1 disebabkan oleh keterbatasan kemampuan 

administrasi Sekretariat PPS Masalah dalam pembentukan dan pengangkatan 

KPPS di Binjai Hulu yaitu berkaitan dengan kesulitan untuk memenuhi syarat 

petugas KPPS berpendidikan minimal SivIA karena keterbatasan sumber daya 

manusia di tingkat desa. 

Peran PPK dalam Distribusi Surat Suara Dan Kelengkapan Administrasi 

d 1 1 ·1 '1 A I 1 1 \ 1 . 1 1 J a a1a 1 1nernast!Kan i u ~sepu1u 1J nan seoeiUm pemungutan suara, surat suara uan 

kelengkapan administrasi sudah sampai di Desa/Kelurahan. Hasil wawancara 

dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu menyatakan PPK telah memfasilitasi 

kegiatan Ji:>tribusi Jan pengarnanan su1at :>ua1a :>erta kelengkapan 

administrasinya. PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan 

koordinasi dengan PPK apabila sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum 

pemungutan suara, surat suara dan keiengkapan administrasi belum sampai di 

Desa/Ke 1 urahan. 

Kegiatan yang dilakukan dalam Tahap Persiapan Menjelang Pemungutan 

Suara adalah, memantau distribusi surat suara Jan alat kelengkapan administrasi 

pemungutan dan penghitungan suara serta pemberitahuan kepada Desa untuk 

menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi 

TPS-TPS pada waktu hari pemungutan suara. 

Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu diketahui 

PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan pemantauan distribusi 

42887.pdf



101 

surat suara dan aiat keiengkapan admmistras1 pemungutan dan penghitungan 

suara. Hanya saja, PPK Kecamatan Binjai Hulu tidak dapat memfasilitasi kegiatan 

pemberitahuan kepada Desa untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan 

hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada waktu hari pemungutan suara di 

Kecamatan Binjai Hulu. Menurut Ketua PPK, kegiatan tersebut telah dilakukan 

oleh masing-masing Kepala Desa di wilayah Kecamatan Binjai Hulu. 

• • 1 l J 1 1 1 1 J p d. .b · T . ·1 1· 1vtasa1a 1 · a1am pengaaaan, penge101aan · an · en 1stn us1an Log1st1K w 

Kecamatan Binjai Hulu antara lain: Kondisi geografis Kabupaten Sintang, dimana 

ada beberapa kecamatan yang akses jalannya sulit; Keterlambatan berbagai jenis 

logistik yang akan Jidistribusikan sehingga menyulitkan, terutarna untuk daerah-

daerah yang sulit dijangkau; Buku Panduan KPPS ada, namun terlambat datang, 

sedangkan saat raker dengan PPK tentang rekapitulasi buku tersebut sangat 

diperlukan sebagai bahan/materi bimtek terhadap KPPS. Sementara itu biaya 

bimtek KPPS tidak memadai untuk penggandaan bahan. 

Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 

PPK diatur pula dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 

Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Jan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh 

Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi 
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Pemiiihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 6 Tahun 2014. 

Masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terjadi 

pada Pemiiu legislatif 2014 antara lain. Terdapat duplikasi wewenang 

pengamanan TPS antara KPPS dengan Hansip, sehingga ada PPS yang 

beranggapan Hansip bagian dari KPPS; Banyaknya formulir yang harus diisi oleh 

petugas dengan kondisi SDM yang kurang memadai, sehingga banyak terjadi 

kesalahan. Masalah yang terjadi di PPK dalam penyusunan berita acara dan rekap 

hasil pemilu adalah adanya instansi yang meminta hasil rekapitulasi terlalu cepat, 

bahkan rnendesak pelaksanaan rekapitulasi sebelum waktunya sehinuoa 00 

mengganggu PPK/PPS dalam menjalankan tugas, padahal PPK hanya 

berkewajiban memberikannya kepada peserta pemilu dan panwas. 

2. Struktur 

Dalam rangka persiapan pembentukan organisasi PPK, KPU Kabupaten 

Sintang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk dapat 

memfasilitasi proses seleksi PPK dalam bentuk bantuan pesoni maupun tempat 

pelaksanaan seleksi. KPU Kabupaten Sintang tidak melaksanakan seleksi secara 

terpusat di ibukota kabupaten karena alasan geografis dan sosial ekonomi 

rnasyarnkat sehingga pelaksanaan seleksi di tingkat kecamatan dianggap lebih 

efektif dan manuasiawi serta disesuaikan karakteristik lokaL 
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Pembentukan PPK Binjai Hulu dimulai dengan menerbitkan Keputusan 

KPU Kabupaten Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.435730/T AHUN 2013 

Tentang Penetapan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 

2014 <lan mengumumkan Pendaftaran Caion Anggota PPK kepada masyarakat 

luas melalui para Camat sebagaimana Pengumuma Nomor 05/KPU-Kab-

019.435730/11/2013 Tanggal 21Pebruari2013. 

KPU Kabupaten Sintang melaksanakan pembentukan PPK dengan 

melaksanan Seleksi Administrasi PPK di KPU Kabupaten (pengiriman berkas 

melalui angkutan umum: bus dan speedboat), Seleksi Tertulis dan Wawancara 

PPK Ji K.ecamatan-Kecamatan Jengan alasan kondisi georgaiis yang tidak 

memungkinkan peserta untuk datang ke ibukota Kabupaten (biaya perjalanan 

yang tinggi) Dari hasil Seleksi terakhir yaitu Seleksi Wawancara, diperoleh 

namanama calon terpiiih anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang per Kecamatan 

untuk 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Sintang, sehingga jumlah 

personil PPK se-Kabupaten Sintang berjumlah 70 orang. 

Untuk PPK, Sekretariat PPK dipimpin oleh seorang Sekretaris dari 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat 

bantuan/fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Sintang, terdiri dari 1 (satu) orang 

I' k . k . 1 1 1 ( \ £' 1 . star se -retanat urusan te 'l11S penye enggaraan; oan satU) orang sta1 seKretanat 

urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu. 

42887.pdf



104 

Proses penentuan Sekretaris PPK yaitu · PPK melaiui KPU Kabupaten 

Sintang mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati Sintang 

untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK 

dengan Keputusan Bupati Sintang 

Sehubungan dengan surat KPU-Rl Nomor 231 /KPU/IV/2013 Tanggal 8 

April 2013 Perihal Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS Pemilu 

Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, bahwa 2 (dua) orang staf pelaksana 

PPK adalah sama dengan pembentukan sekretaris PPK yang dipilih dan 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, maka KPU Kabupaten Sintang 

rnenyarnpaikan pennohonan penerbitan swat Keputusan Jirnaksud. 

3. Orang-Orang Yang Berada Pada Organisasi 

Keefektifan PPK dalam pelaksanaan pemilu merupakan kumpulan dari 

individu dan kelompok sehingga keefektifan organisasi pada dasamya merupakan 

fungsi dari keefektifan dari individu dan kelompok, yang artinya bahwa organisasi 

dapat memperoleh tingkat prestasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah 

prestasi masing-masing bagian yang ada daiam organisasi. Yang paling rnendasar 

dalam tingkat keefektifan adalah keefektifan individual yang menekankan pada 

pelaksanaan tugas pekerjaan atau anggota dari organisasi. Tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan merupakan bagian dari pekerjaan atau posisi Jalam organisasi 

menafsir secara rutin tentang keefektifan individu melalui proses evaluasi 
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Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001 :9) "dari aspek manus1a, 

berkaitan dengan pegawai yang ada, baik jumlah maupun mutu, telah memenuhi 

kualifikasi dari tugas dan tuntutan organisasi". Dalam beberapa hal menurunnya 

kiner3a oruanisasi munukin disebabkan oleh kuranu l}ualifie<l-nya peuawai 0 0 0 0 . 

Sebaliknya, jumlah pegawai yang terlalu banyak akan menimbulkan inefisiensi 

yang akhimya akan membebani organisasi dan mungkin akan mempengaruhi 

profit organisasi. Keberagaman SDM dalam organisasi mungkin bisa juga 

disebabkan oleh perbedaan asal-usul, nilai-nilai dan norma-norma sosial, dan 

adanya perpidahan antar daerah. 

Selain hal tersebut, guna rnenJuk.ung tugas PPK telah ditetapk.an 

Keputusan Bupati Sintang Nomor 274 I 546 I Kep-Kpu/2013 Tentang Penetapan 

Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Sebagai Sekretaris Dan 

Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 

Di Kabupaten Sintang. 

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana 

dimak.sud, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Panitiaa Pernilihan 

Kecamatan, sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Masa kerja 

Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan adalah 9 (sembilan) 

bulan pada Tahun 2013 terhitung sejak tanggal mulai dilaksanakannya Keputusan 

tersebut. 
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Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya 

manus1anya (aparatur), sehingga aparatur dipandang sebagai faktor yang 

menentukan keberhasilan program". Oleh karena itu, untuk menunjang 

keberadaan aparatur sebagai pernikir, perencanaan dan pelaksanaan dalarn 

pembangunan, maka aparatur dituntut untuk meningkatkan sumber daya 

manusianya, sehingga dengan meningkatnya sumber daya manusianya pada setiap 

aparatur diharapkan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya 

dengan baik. Jumlah Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 214 cukup memadai. Anggota PPK 

sebanyak 5 (lirna) orang dan anggota Sekreta1iat PPK sebanyak 3 (tiga) orang. 

4. Teknologi!Peralatan Teknis Yang Digunakan 

Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai merupakan ha! 

yang mendukung lancarnya kegiatan PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam 

Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Termasuk sarana kantor alat-alat yang 

dapat digunakan para pegawai untuk bekerja seperti Komputer, Mesin Tik, 

T elepon, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk. prasarana kantor seperti 

gedung, ruangan kantor, gudang, dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu, 

dapat diketahui bahwa Sarana dan Prasana Penunjang Pelaksanaan tugas PPK 

Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 masih 
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mengaiam1 kekurangan. Kondisi ini tentunya akan menganggu keiancaran 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPK Kecamatan Binjai Hulu. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta dengan memperhatikan hasil 

1 . . d k i· ·1 1 b 1 . 1 l . b 1 . 1 ana11sis · ata, ma ·a penu is rnenanK oe erapa KesnnpUian oan eroagai aspeK. 

yang menyangkut Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai 

Hulu Dalam Pemilihan Umum LegislatifTahun 2014 yaitu sebagai berikut: 

1. Tugas (task) Panitia Pemilihan Kecarnatan (PPK) Kecamatan Binjai IIulu 

Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dalam memfasilitasi tahap-

tahap penyelenggaraan pemilu dapat disimpulkan, bahwa untuk memfasilitasi 

tahap-tahap penyelenggaraan pemilu sebagian <lari kegiatan tahapan pemilu 

tersebut dapat dilaksanakan, namun sebagian lagi belum dapat dilaksanakan 

2. Struktur organisasi PPK Binjai Hulu secara hirarki bertanggungjawab kepada 

KPlJ Kabupaten Sintang. Namun dalarn pelaksanaan tugas, unsur Sekretariat 

PPK adalah PNS yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. 

Pembentukan organisasi PPK masih menghadapi kendala karena minimnya 

orang yang rnelarnar menjadi anggota PPK. 

3. Orang-orang (people) yang berada pada organisasi PPK Binjai Hulu sebagai 

penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 
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214 cukup memadai. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang dan anggota 

Sekretariat PPK sebanyak 3 (tiga) orang. 

4. Teknologi/Peralatan Teknis Yang Digunakan sebagai ppenunJ ang 

pdaksanaan tugas PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Perniiihan Umurn 

Legislatif Tahun 2014 masih mengalami kekurangan. Kondisi ini tentunya 

akan menganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPK 

Kecarnatan Binjai Huiu. 

B. Saran 

iviernperhatikau kesirnpulan Ji atas, maka penulis memberikan saran Jan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Tugas dalam memfasilitasi tahap-tahap penyelenggaraan pemilu diharapkan 

PPK Kecarnatan Binjai liulu <lapat melakukdn kegiatan pernaniauan 

pencocokan dan penelitian data pemilih; serta memantau pelaksanaan 

pengumuman daftar pemilih sementara. Selain itu, diharapkan juga untuk 

menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi 

TPS-TPS pada waktu hari pemungutan suara, serta memantau pelaksanaan 

pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan di PPS juga dapat kiranya 

<lilaksanakan. 

2. Penulis menyarankan agar anggaran pemyelenggaraan pemilu pada setiap 

kecamatan dialokasikan dalam APBD. Selain itu, KPUD juga diharapkan 

melakukan pendidikan dan iatihan kepada petugas pengolahan data terutama 
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di tmgkat PPK, PPS dan KPPS agar mereka memaham1 data administrasi 

logistik. Pengiriman logistik diharapkan dilakukan secara serentak sehingga 

pengiriman ke PPK, PPS/KPPS dapat dilaksanakan tepat waktu. 
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Nama Mahasiswa 

NIM 

Judul 

Nama Yang 

Diwawancarn 

TRANSKRIP HASIL vVA\VANCARA 

MUH Y ASIR, S.SOS. 

500643493 

PELAKSANAAN TUGA.S DAN FUNGSI ORGi\,l\JISA.SI 
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI HULU 
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI 
KABUPATEN SlNTANG 
Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu 

1 Ba""I·mnnn'rnh p"l"''~"nnan peran PPK B1·n;a; Hu'" rlafnm '""'',...,d"fi"rn~ 1. L bU 11(.l Llt'\.(l \.... ut"\._,:}U, L1A L l '"- •j 1 -1._ 1U u 1U.i l-1'·,.1· ui u U.li 

pemilih? 

Jawab: PPK diwaiibkan melakukan analisis terkait dengan sumber <lava 
manusia, teknologi (komputer), dan jumlah desa/kelurahan dan TPS yang 
dimiliki oleh masing-masing PPK agar dalam keterbatasan sumber daya PPK 
tetap mampu menyusun DPS secara optimal dan tepat waktu. Yang harus 
dilakukan oleh PPK dalam keterbatasan tersebut adalah membuat jadwal 
petugas PPK dan PPS dalam menyusun DPS. 

2. Aapakah pelaksanaan peran PPK Binjai Hulu <lalam pen<lafiaran pemilih 
sudah sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan'J 

Jawab: Jadwal Waktu Pendaftarnn Pemilih Oleh PPK Kecamatan Binjai Hulu 
Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 secara umum telah dilaksanakan secara 
tepat waktu. Pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013, Panitia Pemilihan 
Ke1;amatan Binjai Hulu tdah mdaksanakan Penetapan Rekapitulasi Daftar 
Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir di Gedung Serba Guna 
Kecamatan Binjai Hulu di wilayah Kerja Panitia Pemilihan Binjai Hulu 
dengan has1l sebagai berikut : a.Pem1lth Lak1-Laki : 4.208; b. Pemil1h 
Perempuan : 4.096; c. Jumlah Pemilih Sementara: 8.304 

3. Apa saja yang dilakukan PPK I3injai Hulu dalam proses pcnetapan DPS 0 

Jawab: Dalam proses penetapan DPS yang dilakukan oleh PPS, PPK 
melakukan beberapa ha! yaitu: Memastikan seluruh PPS menetapkan DPS 
pada tanggal 10 Juli 2013; Memastikan PPS menetapkan DPS dalam rapat 
pleno terbuka PPS; Memastikan PPS mengumumkan DPS di tempat-tempat 
yang strategis agar mudah diakses oleh pemilih; Memastikan PPS 
mengumumkan DPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 
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11 Juli s.d. 24 Juli 2013. PPK rnengumpulkan DPS dari seluruh PPS di 
wilayah kerja PPK dan melakukan rekapitulasi DPS tingkat kecamatan dalam 
rapat pleno terbuka PPK. Memberikan soft copy DPS dalam format PDF yang 
terkunc1 kepada pengurus parta1 politik tingkat kecamatan sebaga1 bahan 
tanggapan dan masukan terhadap DPS Perbaikan DPS dan DPSHP. 

4. Apa saja yang menjadi perhatian khusus dalam pendaftaran pemilih0 

Jawab: yang menjadi perhatian utama PPK dalam asistensi dan supervisi 
terhadap PPS pada tahap ini adalah sebagai berikut: Memastikan PPS 
mengetahui dan menjalankan jadwal tanggapan dan masukan dari masyarakat 
dan peserta pemilu terhadap DPS (11 Juli s.d. 1 Agustus 2013) maupun 
DPSHP ( 17 s.d. 23 Agustus 2013). Memastikan PPS mengetahui dan 
memahami serta menjalankan prosedur/mekanisme proses perbaikan DPS dan 
DPSHP. Memastikan PPS mengetahui dan menjalankan jadwal perbaikan 
DPS dan DPSHP dengan baik dan benar (2 s.d. 15 Agustus 2013 untuk 
perbaikan DPS dan 24 Agustus s.d. 6 September 2013 untuk perbaikan 
DPSHP). Mengkoordinasikan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan 
peserta pemilu meialm KPU Kabupaten/Kota atau on ime untuk d1venfikas1 
kebenarannya oleh PPS. Mengkoordinasikan temuan analisis potensi data 
ganda dan data tidak akurat lainnya dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS 
yang bersangkutan untuk kembali dilakukan veri. kasi dan perbaikan. 

5. Setelah penetapan DPT apa saja yang dilakukan PPK Binjai Hulu? 

Jawab: Setelah KPU Kabupaten rnenetapkan DPT, maka PPK akan menerirna 
DPT dari KPU Kabupaten/Kota dan wajib menyampaikan kepada masing PPS 
yang bersangkutan. Dalam hal menyusun Daftar Pemilih (DP) Khusus, PPK 
membantu PPS untuk menyusun DP Khusus secara terkomputensas1 dengan 
menggunakan aplikasi yang telah disediakan. PPK segara menyampaikan 
usulan Daftar Pemilih Khusus (Model A-Khusus) dan rekapitulasi usulan 
Daftar Pemilih Khusus dalam bentuk hard copy dan soft copy kepada KPU 
Provinsi melalui KPU Kabupaten. 

6. Apa saja peran PPK dalam pembeniukan PPS di Binjai Hulu') 

Jawab: pembentukan PPS dilakukan melalui Keputusan KPU Kabupaten 
Sintang Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Sintang Nomor 06/BA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Penetapan 
Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia 
Pemungutan Suara Dalarn Pernilihan Urnum Anggota DeVvan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Tahun 2014. 
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7. Apa :>aja kegiatan yang dilakukan PPK Binjai Ilulu dalam Tahap Persiapan 
Menjelang Pemungutan Suara? 

Jawab kegiatan yang dilakukan dalam Tahap Persiapan Menjelang 
Pemungutan Suara adalah, memantau distribusi surat suara dan alat 
kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta 
pemberitahuan kepada Desa untuk menghimbau masyarakat agar 
menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada waktu hari 
pemungutan suara. 

8. Apakah PPK Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan pemantauan 
distribusi surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan 
penghitungan suara ? 

Jawab: PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan pemantauan 
distribusi surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan 
penghitungan suara. Hanya saja, PPK Kecamatan Binjai Hulu tidak dapat 
memfasilitasi kegiatan pemberitahuan kepada Desa untuk menghimbau 
masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS 
pada waktu han pemungutan suara di Kecamatan BmJai Hulu. Menurut Ketua 
PPK, kegiatan tersebut telah dilakukan oleh masing-masing Kepala Desa di 
wilayah Kecamatan Binjai Hulu. 

9. Bagaimana Tingkat Pendidikan Angggota PPK dan Staf Sekretariat PPK 
Kecamatan Binjai Hulu? 

Jawab: Tingkat Pendidikan Angggota PPK dan Staf Sekretariat PPK 
Kecamatan Binjai Hulu masih belum memadai 

10 Bagaimana Tingkat Pendidikan Angggota PPS Se Kecamatan Binjai Hulu? 

Jawab: Tingkat Pendidikan Angggota PPS Se Kecamatan Binjai Hulu Pada 
Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 214 belum 
memadai 

11. Bagaimana Tingkat Pendidikan Staf Sekretariat PPS Se Kecamatan Binjai 
Hulu'J 

Jawab: Tingkat Pendidikan Staf Sekretariat PPS Se Kecamatan Binjai Hulu 
Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Rinjai Hulu Tahun 214 adalah 

sebagai berikut: 

12. Bagaimana ketersediaan Sarana dan Prasana Penunjang Pelaksanaan tugas 
PPK Kecamatan Binjai Hulu? 

Jawab: Sarana dan Prasana Penunjang Pelaksanaan tugas PPK Kecamatan 
Binjai Hulu Dalam Pernilihan Umum Legislatif Tahun 2014 masih rnengalami 
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kekurangan. Kondisi ini tentunya akan menganggu kelancaran pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi PPK Kecamatan Binjai Hulu. 
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Nama Mahasiswa 

NlM 

Judul 

Nama Yang 

Diwawancara 

TRANSKRIP HASIL \VA \VANCARA 

MUH Y ASIR, S.SOS. 

500643493 

PELAKS/\NAAN TVGAS DAN FVNGSI ORGANISi\Sl 
PANTTIA PEMTLIHAN KECAMATAN BTNJAI HULU 
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI 
KABUPATEN SL~TA0;G 
Ketua PPS 

1. Apakah PPK Binjai Hulu telah mendukung PPS dalam pendaftaran 
pemilih? 

Jawah· Secara sederhana dalam pmses pemutakhiran data pemilih, PPK 
memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : Pada Tahap 
persiapan, membantu PPS dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data 
pcmilih di tingkat kccamatan, mcncrima data pcmilih per TPS (i\fodcl A.0-
KPU) dan seluruh alat perlengkapan pemutakhiran data pemilih dari KPU 
Kabupaten Sintang ketika dilaksanakan BimTek untuk diserahkan kepada PPS 
dan Pantarlih se1ta meiakukan Himbingan Teknis (Himtek) atau peiatihan 
pemutakhiran data pemilih bagi PPS dan Pantarlih di wilayah kerja PPK. 

2. Apa saja yang telah dilakukan PPK Binjai Hulu dalam pendaftaran pemilih 
terse but? 

Jawab: dalam tahap Verifi.kasi Data Pemilih peran PPK adalah melakukan 
supervisi dan asistensi kepada PPS dan Pantarlih. Supervisi dan asistensi 
tersebut berupa pengecekan hal - hal sebagai berikut: Apakah Pantarlih telah 
memulai veri.kasi faktual tepat waktu1 . Bagaimana perkembangan 
pemutakhiran yang dilakukan oleh Pantarlih setiap minggu'7 . Apakah 
Pantarlih telah bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan? . Apa 
kendahv1rnmbatan yang Jihadapi oieh Pantarlih Ji lapangan? . Hasil supervisi 
dan asistensi tersebut selanjutnya dilakukan koordinasi dengan KPU 
Kabupaten Sintang jika ditemukan Pantarlih yang kekurangan formulir atau 
alat kelengkapan pemutakhiran. Faktor lainnya yang penting adalah ketepatan 
waktu Pantarlih menyerahkan hasil verikasi faktual kepada PPS. KPU 
menetapkan penvusunan DPS dilakukan oleh PPS bersama-sama PPK di 
kantor PPK. Penyusunan DPS ini menjadi tahap pertama yang paling penting 

42887.pdf



dalam menentuh.an h.ualita:> DPT. PPK membantu PPS Jalarn pwse:, 
menyusun dan mengumumkan DPS. Operator PPK melakukan entry data DPS 
bersama-sama dengan PPS yang bersangkutan. 

3. Apa saja yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan daftar pemilih'7 

Jawab: yang menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan, penetapan 
dan pengumuman DPS adalah sebagai berikut: PPK dan PPS hams 
melakukan entry data DPS clengan bersumber pada Model A.0-KPU clan 
Model A.A-KPU hasil verifikasi Pantarlih. PPK memastikan pada waktu entry 
data DPS ke dalam formulir Model A.1-KPU. PPS wajib mendampingi 
operator PPK ketika melakukan entry clata/menyusun DPS. PPK dan PPS 
harus teliti dan hati-hati dalam setiap entry data untuk menghindari kesalahan 
tulis maupun kesalahan memasukkan data Pemutakhiran. 

4. Apakah PPK Binjai Hulu telah mendukung dalam proses perhitungan 
suara'7 

Jawab: menyatakan PPK Kecamatan Binjai Hulu menyatakan pemerintah 
Kecamatan Binjai Huiu teiah memfasiiitasi kegiatan koordinasi dengan 
Panwaslu, clan Polri untuk menindaklanjuti apabila terdapat kecurangan dalam 
pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk segera 
mendapatkan penyelesaian. PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi 
kegiatan pemantauan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPS. Selain itu, 
PPK Kecamatan Binjai Hu\u telah memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan 
Panwaslu dan instansi terkait apabila terjadi bencana atau hal-hal lain yang 
mengakibatkan pemungutan suara di wilayahnya hams ditunda. PPK 
Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan 
Panwaslu, dan Polri untuk menjaga kondisi keamanan clan ketertiban selama 
pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. 
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Nama Mahasiswa 

Nlivf 

Judul 

Nama Yang 

Diwawancara 

TRANSKRIP HASIL \VA \VAN CARA 

MUH Y ASIR, S.SOS. 

500643493 

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI 
PANlTlA PEMILlHAN KECAMATAN BlN.lAI HlJUJ 
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLA TIF DI 
KABUPATEN SINTANG 
Camat Binjai Hulu 

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemiiih 
Sernentara (DPS) untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah') 

Jawab: bahwa Penyusunan Daftar Pernilih Sementara disusun oleh PPS berbasis 
dornisili di wilayah rukun tetangga atau nama lain. (2) Daftar pemilih sementara 
disusun paling lambat l (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data 
Pernilih. Daftar pemilih sernentara diumurnkan selama 14 (empat belas) hari oleh 
PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Daftar pemilih 
sementara, salinannya harus dibcrikan olch PPS melalui PPK kcpada yang 
mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan 
masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu 
diwrima PPS paiing lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara 
diumumkan. PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan 
masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat 
be las han) seJak berakh1mya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta 
Pemilu.Daftar pemilih sementara hasil perbaikan diumumkan kembali oleh PPS 
selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan 
Peserta Pemilu. PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pernilih 
sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan 
Peserta Pemilu paling lama 14 ( empat belas) hari setelah berakhimya 
pengumuman. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir disampaikan oleh 
PPS kepada KPU Kabupaten Sintang melalui PPK untuk menyusun daftar 
pemi\ih tetap 

2. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara pembentukan PPK Binjai Hulu? 

Jawah· Pemhentukan PPK dimulai dengan menerbitkan Keputusirn KPU 
Kabupaten Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-Ol 9.435730!f AHUN 2013 
Tentang Penetapan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 
'.Wl 4 dan mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPK kepada masyarakat 
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luas melalui para Camat sebagaimana Pengumuman Nomor 05/KPU-Kab
Ol 9.435730ffi/2013 Tanggal 21 Pebruari 2013. KPU Kabupaten Sintang juga 
menerbitkan surat kepada Kades/Lurah untuk menyampaikan usulan calon 
Anggota PPS sebanyak G (enam) orang berdasarkan hasil keputusan bersama 
antara Kades/Lurah dengan Badan Perwakilan Desa/Kelurahan untuk dipilih 3 
(tiga) orang diantaranya menjadi Anggota PPS oleh KPU Kabupaten Sintang. 

3. Apa saja pennasalahan pembentukan PPS di Kecamatan Binjai Ilulu 

Jawab: Masalah dalam pembentukan dan pengangkatan PPS di Binjai Hulu antara 
lain: Kurangnva sumber dava manusia di desa yang berpotensi menjadi anggota 
PPS. Waktu yang singkat dalam pelaksanaan perekrutan PPS. Sekretariat PPS 
kurang berfungsi sehingga pelaksanaan tugasnya lebih banyak dikerjakan oleh 
sekretariat PPK Hal ini disebabkan o\eh keterbatasan kemampuan administrasi 
Sekretariat PPS. 

4. Apa saja permasalahan pembentukan KPPS di Kecamatan Binjai Hulu 

Jawab: Masalah dalam pembentukan dan pengangkatan KPPS di Binjai Hulu 
yaitu berkaitan dengan kesulitan untuk memenuhi syarat petugas KPPS 
berpendidikan minimal SMA karena keterbatasan sumber daya manusia di tingkat 
des a. 

5. Apa saja tugas PPK Binjai Hulu dalam Distribusi Surat Suara Dan 
Kelengkapan Administrasi'7 

Jawab: Peran PPK dalam Distribusi Surat Suara Dan Kelengkapan Administrasi 
adalah memastikan 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, smat suara Jan 
kelengkapan administrasi sudah sampai di Desa/Kelurahan. Hasil wawancara 
dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu menyatakan PPK telah memfasilitasi 
kegiatan distribusi Jan pengamanan surat ::.ua1a serta kelengkapan 
administrasinya. PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan 
koordinasi dengan PPK apabila sampai dengan l 0 (sepuluh) hari sebelum 
pernungulan suara, surat suara Jan kelengkapan administrasi belum sampai di 
Desa/Kelurahan. 

6. Apa saja masalah dalam pengadaan. pengelolaan dan Pendistribusian Logistik 
di Kecamatan Binjai Hulu'7 

Jawab: masalah dalam pengadaan, pengelolaan dan Pendistribusian Logistik di 
Kt:camatan Binjai Hulu antara lain: Kondi::.i geografo Kabupaten Sintang, dimana 
ada beberapa kecamatan yang akses jalannya sulit; Keterlambatan berbagai jenis 
logistik yang akan didistribusikan sehingga menyulitkan, terutama untuk daerah
daerah yang sulit dijangkau, Buku Panduan KPPS ada, namun terlambat datang, 
sedangkan saat raker dengan PPK tentang rekapitulasi buku tersebut sangat 
diperlukan sebagai bahan/materi bimtek terhadap KPPS. Sementara itu biaya 
bimtek KPPS tidak memadai untuk penggandaan bahan. 
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7. Apa peran PPK Kecamatan Binjai Hulu dalam Pemungutan Suara0 

Jawab: Peran PPK Kecamatan Binjai Hulu dalam Pemungutan Suara antara lain, 
memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; memantau 
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS dan PPK; melakukan 
koordinasi dengan PPK, Panwaslu, dan Polri untuk menindaklanjuti apabila 
terdapat kecurangan dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Kecamatan 
untuk segera mendapatkan penyelesaian; memantau rekapitulasi penghitungan 
suara oleh PPK; melakukan koordinasi dengan PPK, Panwaslu dan instansi terkait 
apabila terjadi bencana atau ha!-hal Iain yang mengakibatkan pemungutan suara 
di wilayahnya harus ditunda; dan melakukan koordinasi dengan PPK, Panwaslu, 
dan Polri untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan 
pemungutan suara dan penghitungan suara. 

8. Apa Peran PPK Kecamatan Binjai Hulu dalam Penghitungan Suara'7 

Jawab: Peran PPK Kecamatan Binjai llulu dalam Penghitungan Suara adalah 
PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Partai 
Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD 
prov insi, dan DPRD k.abupalen/k.ota dari PPS. PPK melak.uk.an rek.apitulasi hasil 
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara 
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pernilu dan 
Panwaslu Kecamatan. 

9. Apa saja masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS? 

Jawab: Masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terjadi 
pada Pemilu legislatif 2014 antara lain: Terdapat duplikasi wewenang 
pengarnanan TPS anlara KPPS dengan IIansip, ::;ehingga ada PPS yang 
beranggapan Hansip bagian dari K.PPS; Banyaknya formulir yang harus diisi oleh 
petugas dengan kondisi SDM yang kurang memadai, sehingga banyak terjadi 
kesalahan. 

10. Apa saja masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara di PPS? 

Jawab: Permasalahan di tingk.at PPS dalam penyusunan berita acara dan rek.ap 
hasil penghitungan suara adalah karena standarisasi pendidikan lebih 
mempengaruhi perekrutan anggota PPS dibandingkan pengalaman pemilunya, 
dan PPS yang terpilih lebih banyak. pernula, sehingga dalam rek.apitulasi masih 
terdapat kebingungan mengisi formulir seri D di tinggkat PPS. 

l I. Apa saja masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara di PPK? 

Jawab: Masalah yang terjadi di PPK dalam penyusunan berita acara dan rekap 
hasil pemilu adalah adanya instansi yang meminta hasil rekapitulasi terlalu cepat, 
bahk.an mendesak. pelak.sanaan rek.apitulasi sebelurn wak.tunya sehingga 
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rnengganggu PPK/PPS dalarn menjalankan tugas, padahal PPK hanya 
berkewajiban memberikannya kepada peserta pemilu dan panwas. 

12. Bagaimana mekanisme pembentukan PPK Binjai Hulu0 

Jawab: Pembentukan PPK Binjai Hulu dimulai dengan menerbitkan Keputusan 
KPU Kabupaten Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 
Tentang Penetapan Jadwal Pernbentukan PPK dan PPS Pemilihan l.Jmum Tahun 
2014 dan mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPK kepada masyarakat 
luas melalui para Camat sebagaimana Pengumuma Nomor 05/KPU-Kab-
019.435730/II/2013 Tanggal 21 Pebruari 2013. 

13. Apakah mekanisme pembentukan PPK Binjai Hulu sudah berjalan sesuai 
rencana? 

Jawab: Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahapan seleksi yang berjalan, 
melalui rapat pleno KPU Kabupaten Sintang pada tanggal 2 Pebruari 2013, 
Jisirnpulkan bahwa jaJwal tersebul tiJak be1jalan Jengan serneslinya karena 
terlalu sempitnya waktu pendaftaran, terlihat jumla peserta yang mendaftar 
sebagai PPK yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu KPU Kabupaten 
Sintang memuluskan rnemperpanjang waktu penJaftaran Jan merubah jaJwal 
pembentukan PPK dan PPS dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten 
Sintang Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-019.435730/T AHUN 2013 Tentang Perubahan 
Keputusan KPl.J Kabupaten Sin tang No mo 02/Kpts/KPU-Kab-
019.435730/T AHUN 2013 Tentang Penetapan Jadwa Pembentukan PPK dan PPS 
Pemilihan Umum Tahun 2014. Dan sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan 
tahapan Pemilu, KPU Kabupalen Sintang menerbitkan Keputusan KPU 
Kabupaten Sintang Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-019.435730/T AHUN 2013 
Tentang Pembentukan PPK dan PPS Se- Kabupaten Sintang Dalam 
Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. 

14. Bagaimana dukungan penyediaan aparatur di PPK Binjai Hulu0 

Jawab. lJnluk PPK, Sekretariat PPK Jipimpin old1 seorang Sekretaris Jari 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat 
bantuan/fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Sintang, terdiri dari 1 (satu) orang 
slaf sekrelarial urusan leknis penyelenggaraan, Jan 1 (salu) orang staf sekretariat 
urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu. Proses penentuan Sekretaris 
PPK yaitu : PPK melalui KPU Kabupaten Sintang mengusulkan 3 (tiga) nama 
calon sekrelaris PPK kepaJa Bupali Sintang unluk selanjutnya Jipilih Jan 
ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati 
Sin tang. 
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15. Bagaimana kondisi SDM di PPK Binjai IIulu 0 

Jawab: Jumlah Somber Daya Manusia Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Legislatif di Kecamatan Biniai Hulu Tahun 214 cukup memadai. Anggota PPK 
sebanyak 5 (lima) orang dan anggota Sekretariat PPK sebanyak 3 (tiga) orang. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

No Peran PPK Ualarn Mernfas1htas1 Tahap 
Pendaftaran Pernilih 

Sosialisasi pendaftaran pernilih dan 

__ -1p_~~agia__E 2_ell_d~d~k_b~~~l~!1~t'!!1 _iP~B1 _ 
2 Fasilitasi persiapan pelaksanaan 

pendaftaran oemilih 
3 Mernantau pelaksanaan pendaftaran pemilih 

dan pendataan penduduk berkelanjutan 
(P4B) 

4 Memantau pelaksanaan pengumpulan data 
penduduk dan pemilih 

5 Mernantau dan membantu BPS melakukan 

--- -
_p~n~()~O~(l_!1 ~all_ p_e11_ei_iti<t_n_9<l:__ta_P~ __ 

-

6 Menyimpan dan mernelihara data P4B 
sebagai dasar pendaftaran pernilih dan 
pendataan penduduk di tingkat Kecamatan 

7 Memantau pelaksanaan pengumuman daftar 
pernilih sementara 

8 Memantau penetapan daftar pemilih tetap 
9 Membuat surat edaran kepada Desa untuk 

memantau dan melakukan perbaikan 
apabila ada perbedaan data penduduk dan 

ft r Jernilih . da a 

No Peran Oalam Memfasiiitasi Tahap 
Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas PPK 

1 Memantau dan berkoordinasi dalam 
pembentukan PPK 

2 Fasilitasi pembentukan sekretariat PPK 
3 F asilitasi oembentukan Panwaslu 

Kecamatan 
4 Berkoordinasi dengan PPK untuk 

menyukseskan Pemi!u 

Uapat 
Dilaksanakan 

T1dak Uapat 
Di laksanakan 

--- -- --- -1- - - - - - -- ---

Oapat lldak Dapat 
Dilaksanakan Di laksanakan 
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No Peran Dalam Memfas11itas1 Tahap 
Pengadaan dan Distribusi Surat Suara dan 

Kelengkapan Administrasi 
l Melakukan koordinasi dengan PPK dan 

Polri dalam memantau pelaksanaan 
distribusi dan pengamanan surat suara serta 
kelengkapan administrasinya 

2 Melakukan koordinasi dengan PPK apabila 
sarnpai dengan J() (sepuluh) hari sebelurn 
pemungutan suara, surat suara dan 
kelengkapan administrasi belum sampai di 
Desa/Ke 1 urahan 

'No' 

l 

Peran Dalam Memfasilitasi Tahap 
Persiapan menjelang pemungutan suara 

Memantau distribusi surat suara dan alat 
kelengkapan admm1stras1 pemungutan dan 
penghitungan suara 

I 

2 Membuat pemberitahuan kepada 
Desa/Kelurahan untuk menghimbau 
masyarakat agar menggunakan hak pilihnya 
dengan mendatangi TPS-TPS pada waktu 

J hari pemungutan suara J 

No Peran Dalam Memfas1htas1 T ahap 
Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan 

suara 
l Memantau pelaksanaan pemungutan dan 

penghitungan suara di TPS 
2 Memantau pelaksanaan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara di PPS dan PPK 
3 Melakukan koordinasi dengan PPK, 

Panwaslu, dan Polri untuk menindaklanjuti 
apabila terdapat kecurangan dalam 
pelaksanaan penghitungan suara di tingkat 
Kecamatan untuk segera ,,.,,.,,,n..Ja"'a+k~~ 

penyelesaian 
lli'"' Uc jJ u <Hi I 

4 Memantau rekapitulasi penghitungan suara \ 
oleh PPK 

5 Melakukan koordinasi dengan PPK, 
Panwaslu dan instansi terkait apabila terjadi 

\ bencana a tau hal-hal lam yang I 

Dapat 
Dilaksanakan 

uapat 
Di laksanakan 

Dapat 
Dilaksanakan 

T1dak Dapat 
Dilaksanakan 

' Tidak Dapat 
Dilaksanakan 

11dak Dapat 
Dilaksanakan 
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mengakibatkan pemungutan suara d1 
wilayahnya harus ditunda 

6 Melakukan koordinasi dengan PPK, 
Panwaslu, dan Polri untuk menjaga kondisi 
keamanan dan ketertiban selama 
pelaksanaan pemungutan suara dan 

I penghitungan suara H I 

No Kendala-Kendala Internal 
1 Rendahnya kuantitas dan kualitas petugas 
2 Alokasi anggaran yang tidak memadai 
3 Petugas pengolahan data terutama di tingkat 

PPK, PPS dan KPPS belum memahami data 
administrasi logistik 

x I ;:;~~i~n-,e;~~~Ji~: -~=~!Ir~:~. d:~ r 
persiapan maupun pelaksanaan 

I No I Kendala-Kendala Eksternal 
1 Perbedaan Penafsiran Mengenai Pera tu ran 

Perundang-Undangan Yang Mengatur 
Tentarnr Pemilu 

2 Pengiriman logistik dari KPU dan KPU 
Provinsi tidak serentak sehingga 

p (T1 1 p PPK p 'P ~ 
·' 

no-~ I 1 
·~ ;;::;>' .. ~ ~ .... ~ . - ~ •·o\.-'"·'--·' p n r man k PSIK P me am 

keterlambatan 
3 T erjadinya musim kemarau 

14 Ban yak des a yang sulit dijangkau dengan 

1 transportasi darat 

3 

Ya T1dak 

-- --- - -

I 

Ya Tidak 

I 

I 
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PEDOMAN \VA \VANCARA 

1. Bagairnanakah rnekanisme Jan tai.a caia pendallarau pemilih untuk Pemiiihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? 

2. Apa saja peran PPK dalam pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah':' 

3. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran pemilih 
untuk Pemilihan Urnum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? 

4. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih 
Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? 

5. Apa saja peran peran para pihak Jalam penJaftaran pemilih sementara (DPS) 
untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? 

6. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses Penyusunan Daftar 
Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Pervvakilan Daerah, Dan Dewan Pervvakilan Rak·yat Daerah0 

7. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan 
Daftar Pemilih Tambahan (DPT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah? 

8. Apa saja peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) Jalam proses Penyusunan 
Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) pada Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan 
Dewan Perwaktlan Rakyat Daerah? 

9. Bagaimanakah kinerja para pihak dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap 
Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) pada Pemilihan Urnum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah? 

10. Bagaimanakah persiapan yang Jilakukau PPK Binjai Hulu Jalam pembeutukan 
PPS? 

11 Bagaimanakah persiapan yang dilakukan PPK Binjai Hu\u dalam pembentukan 
KPPS? 
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12. Bagaimanakah persiapan yang dilakukan PPK Binjai Hulu dalam pembentukan 
TPS'7 

13. Bagaimanakah persiapan yang dilakukan PPK Binjai Hulu dalam Distribusi 
Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi pemilu legislatif? 

14. Siapa saja yang terlibat dalam Distribusi Surat Suara dan Kelengkapan 
Administrasi pemilu legislatif? 

15. Bagaimana mekanisme Distribusi Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi 
pernilu legislatif.l 

16. Bagaimanakah persiapan yang dilakukan PPK Binjai Hulu dalam Pemungutan 
swim dan penghitungan swim pernilu legislatif:' 

17. Siapa saja yang terlibat dalam Pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu 
legislatif? 

18. Apakah tingkat pendidikan petugas sudah memadai dalam melaksanakan Peran 
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Persiapan 
Pernilihan Urnum LegislatifTahun 2014° 

19. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan Peran 
Panitia Pemilihan Kec<lmatan (PPK) Kecamatan Rinjai Hulu Dalam Persiapan 
Pemilihan Umum LegislatifTahun 2014'7 

20. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan Peran Panitia 
Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bin3ai Hulu Dalam Pers1apan 
Pemilihan Umum LegislatifTahun 2014'7 

21. Apakah j urnlah tersebut mempengaruhi tu gas dalam melaksanakan Pe ran Panitia 
Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Persiapan 
Pemilihan Umum LegislatifTahun 2014'7 

22. Apakah ketersediaan anggaran sudah memadai dalam melaksanakan Peran 
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Persiapan 
P-~1~-; 1 ;J1nn TTn~u~~ L~,-1·r 1 ~~;+"T~hu~ "0 1 " 0 

1w lllll a. LJ 11 111 \.:~ ;:,1a.L11 ~ell 11 ,.. l -t. 

23. Apakah ketersediaan anggaran mempengaruhi tugas dalam melaksanakan Peran 
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Persiapan 
Pemilihan Umum LegislatifTahun 2014'7 

24. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai dalam melaksanakan 
Peran Pamtla Pem1lihan Kecamatan (PPK) Kecamatan BmJai Hulu Dalam 
Persiapan Pemilihan Umum LegislatifTahun 2014'7 

25. Apakah kctcrscdiaan sarana dan prasarana mcmpcngaruhi tu gas dalam 
melaksanakan Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai 
Hulu Dalam Persiapan Pemilihan Umum LegislatifTahun 2014 '7 

26. Bagaimanakah kondisi wilayah Kecamatan Binjai Hulu? 
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27. Bagaimanakah aksesibilitas untuk mencapai seluruh wilayah Desa/Dusun di 
Kecamatan Binjai Hulu? 

28 Sarnna transportasi apa saja yang dipergunakan untuk mencapai selurnh wilayah 
Desa/Dusun di Kecamatan Binjai Hulu? 

29. Apakah kondisi wilayah tersebut rnernpengaruhi PPK Kecamatan Binjai Hulu 
pada pemilihan umum legislatiftahun 2014? 
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